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Muhammad Asphian Arwin. Penerapan Securing Sustainable Small-Scale 
Fisheries Terhadap Perlindungan Lingkungan Sumber Daya Perikanan Laut 
Indonesia. Dibimbing oleh Juadjir Sumardi dan Marcel Hendrapati. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemanfaatan dalam 
pengelolaan dan perlindungan sumber daya perikanan laut Indonesia secara praktik 
dilapangan serta strategi atau pola baru dalam mengelola sumber daya perikanan 
laut Indonesia melalui penerapan Securing Sustainable Small-scale Fisheries. 
Penelitian ini dilaksanakan di Kota Jakarta yaitu di Kementrian Kelautan dan 
Perikanan Republik Indonesia, Jakarta serta Perpustakaan Pusat Universitas 
Hasanuddin, Makassar. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik 
wawancara ( interview ) yaitu dengan melakukan wawancara dengan pihak Dirjen 
Pengawasan Sumber Daya Perikanan Republik Indonesia dan teknik kepustakaan 
yaitu teknik penelaah normatif dari beberapa sumber literatur, perundang-undangan 
atau sumber kepustakaan lainnya yang mendukung. 
Hasil penelitian yang diperoleh bahwa bentuk-bentuk Securing Sustainable 
Small-scale Fisheries antara lain membentuk unit kerja pengawasan sumber daya 
perikanan yang terdiri dari (1) Satuan kerja pengawasan sumberdaya perikanan 
untuk melaksanakan pengawasan pemanfaatan sumberdaya perikanan, (2) Satuan 
kerja pengawasan sumberdaya kelautan untuk melaksanakan pengawasan 
pemanfaatan sumberdaya kelautan, (3) Satuan kerja sarana dan prasarana 
pengawasan untuk penyediaan sarana dan prasarana perngawasan, (4) Satuan 
kerja pelatihan pengawas perikanan (fisheries inspector) / penyidik perikanan 
(fisheries investigator) dan (5) Satuan kerja penanganan pelanggaran untuk 
melaksanakan penanganan pelanggaran konservasi dan pengelolaan sumberdaya 
perikanan oleh kapal perikanan berbendera Indonesia atau asing di Zona Ekonomi 
Eksklusif Indonesia atau laut lepas. Oleh karena itu diperlukan solusi jitu dalam 
menagani masalah perikanan agar tetap berkelanjutan yaitu dengan Menggunakan 
konsep Monitoring, Controlling, and Surveillance (MCS), Menerapkan Community 
Base Eco-Tourism dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan, Mengoptimalkan 
Infrastruktur Perikanan serta Pengaturan Tata Ruang dan Budidaya Perikanan 
Daerah, Peningkatan Armada Laut Indonesia, Penggunaan Instrumen Diplomasi 
Indonesia  serta Memperkuat Hubungan Kerjasama Dengan Lembaga atau 
Universitas dalam Menangani Perikanan.   
 





Muhammad Asphian Arwin, The Implementation of Securing Sustainable 
Small-Scale Fisheries as an Effort Marine Resources of Environment In 
Indonesian. Guided by Juajir Sumardi and Marcel Hendrapati. 
 
The aims of research namely to determine the extent of utilization 
management and protection of Securing Sustainable Small-Scale Fisheries as a 
strategy for managing marine resources in Indonesian  
 
The research was conducted in the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries 
of the Republic of Indonesia, Jakarta and Central Library in Hasanuddin University, 
Makassar. The data collection was done by using  interview is to conduct interviews 
with the Director General of Fisheries Resources Monitoring the Republic of 
Indonesia and using the reviewers normative technique of multiple sources of 
literature, regulation or other literary sources.  
The results obtained that kinds of Securing Sustainable Small-scale Fisheries 
namely  the formed a working unit monitoring fishery resources consist of (1) The 
Unit of work supervision of fishery resources to supervise the utilization of fishery 
resources, (2) The Unit of marine resources for surveillance work supervise the 
utilization of marine resources, (3) The Unit labor monitoring infrastructure for 
surveillance the provision of facilities and infrastructure, (4) The Unit of fisheries 
supervisor training work (fisheries inspector) / investigator fishery (fisheries 
investigator) and (5) The Unit labor for handling violations implement the 
conservation and management of handling violations of fisheries resources by the 
Indonesian-flagged fishing vessel or foreign in Indonesian exclusive economic zone 
or the high seas. Therefore, it is necessary for the solution of  sustainable fisheries 
problem are using the concept of Monitoring, Controlling, and Surveillance (MCS),  
The Implementation of Community Base Eco-Tourism in the Management of 
Fisheries Resources, and  Optimizing of Infrastructure and Regional Aquaculture , 
Improved Sea Fleet Indonesia, Indonesian diplomacy Instruments Usage and 
Strengthen Relations With Institution or University Cooperation in Fisheries Handle. 
 









Assalamu Alaikum Wr. Wb. 
 Dengan mengucap Syukur Alhamdullilah pada Rab-ku, Allah SWT yang maha 
Agung pemberi ruh kemudian memberikan semua kebaikan pada makhluk-Nya. 
Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan, Dia telah 
menciptakan manusia dari segumpal darah, Bacalah dan Tuhanmulah yang maha 
pemurah, yang mengajarkan manusia dengan kalam, Dia mengajarkan kepada 
manusia apa yang tidak diketahuinya. (QS; Al-Alaq). Dan tak lupa shalawat dan 
salam serta terima kasih kepada Baginda Rasullah SAW yang sangat dimuliakan di 
muka bumi Rahmatan lil Alamien yang memberikan suri tauladan yang baik bagi 
umatnya. 
 Berkat karunia-Nya yang tercurah kepada penulis selama menuntut ilmu 
diFakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, sehingga dapat 
menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan sehat walafiat. 
 Banyak kesulitan dan hambatan yang penulis hadapi dalam penyelesaian 
tulisan ini, namun penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat 
memenuhi tuntutan dan harapan dalam penyelesaian skripsi ini. 
 
 Penulis juga menyadari bahwa dalam penulisan karya ilmiah ini masih banyak 
terdapat kekurangan-kekurangan maupun kesalahan-kesalahan. Hal ini juga 
disebabkan karena keterbatasan pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu 
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DAFTAR ISTILAH  
 
Archipelagic State  Suatu negara yang terdiri atas satu atau lebih kepulauan dan 
termaksud pulau-pulau lainnya yang saling berhubungan 
dengan pulau-pulau tersebut dimana bagian alam lainnya 
pada dasarnya merupakan suatu kesatuan geografis, 
ekonomis dan politis atau menurut sejarahnya telah 
dianggap demikian.  
 
Baseline       Garis dasar yang dipergunakan untuk menentukan lebar Laut 
Teritorial, Jalur Tambahan, Landas Kontinen, Zona Ekonomi 
Eksklusif dari suatu negara pantai.  
Common heritage 
 fund                             Dana PBB yang diperoleh dari hasil penambangan laut 
dalam yang akan dibagikan kepada semua negara. 
Common heritage  
 of mankind                   Keakayaan lautan yang dianggap sebagai warisan bersama 
umat manusia.  
Conservation  
Zone System                Daerah perlindungan perikanan yang ditetapkan oleh negara 
pantainya 
Coastal Archipelago   Negara pantai yang mempunyai kepulauan didekat (depan) 
pantainya 
Continental Margin    Batas Kontinental yang terletak didasar laut mulai dari pantai 
sampai kedasar laut dalam, yang meliputi dataran kontinen, 
lereng kontinen dan kaki kontinen 
Continental Shelf    Dasar laut dan tanah dibawahnya yang berdekatan dengan 
pantai dan berada diluar laut territorial hingga kedalaman 
200 meter atau lebih, sehingga masih memungkinkan untuk 
melakukan penggalian kekayaan alamnya.  
High Seas       laut lepas, yaitu laut yang terletak diluar yuridiksi nasional 
suatu negara pantai.  
Laut Teritorial       suatu jalur laut disepanjang pantai yang terletak diatas garis 
dasar dan batas laut territorial 
Normal Baseline       Garis dasar yang ditentukan berdasarkan garis pasang surut 
sepanjang pantai  
Straight Base Line  Garis Pangkal atau Garis dasar yang menghubungkan dua 
titik yang ditetapkan oleh negara pantai yang bersangkutan 
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untuk menentukan laut teritroal, jalur tambahan, landas 
kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif  
ZEE   Zona Ekonomi Eksklusif  atau jalur laut yang berada diluar 
laut territorial dan jalur tambahan yang lebarnya 200 mil  dari 
pantai dimana negara pantai mempunyai wewenang secara 
ekslusif untuk kepentingan negaranya baik dasar laut, air 
laut maupun permukaan laut.  
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1.1. Latar Belakang  
Salah satu sumber daya hayati laut Indonesia yang sangat urgen 
untuk dikelola dibidang kelautan adalah perikanan. Hal ini disebabkan karena 
Perikanan memiliki peranan penting untuk pembangunan nasional sebagai 
sumber daya ekonomi yang strategis dalam meningkatkan kesejahteraan 
rakyat Indonesia. Makna  strategis itu tercermin dari kondisi objektif wilayah 
Indonesia sebagai negara kepulauan yang yang terdiri atas 18.108 pulau 
dengan panjang kedua di dunia sesudah kanada1. Dengan luasnya kurang 
lebih 7,9 juta km2, yang  terdiri atas 74,3 % laut dan 25,7 % daratan. Perairan 
lautnya seluas 5,8 juta km2 mencangkup 0,4 juta km2 laut territorial (territorial 
sea), 2,8 juta km2 perairan nusantara (archipelagic waters), dan 2,7 juta km2 
zona ekonomi eksklusif (ZEE)2 dengan panjang pantai mencapai 104.000 km. 
Secara geografis diatas, luas wilayah laut Indonesia memiliki potensi 
sumber daya alam yang sangat besar untuk dikelola. Namun, dalam dekade 
10 tahun terkahir menunjukan bahwa eksploitasi dan eksplorasi hasil 
perikanan Indonesia mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Hal ini 
disebabkan dari kegiatan penangkapan ikan dilaut yang dilakukan secara 
illegal oleh kapal asing yang sangat merugikan Indonesia. Menurut Badan 
                                                             
1
 Laode M. Syarif, Promotion and Management Of Marine Fisheries In Indonesia, dalam Towards 
Sustainable Fisheries Law, A Comparative Analysis, Gerd Winter IUCN Enviromental Policy and 
Law Paper No 74, 2009, Hal 31-32. DIkutib oleh Alma Manuputty dkk, Identifikasi Konseptual Akses 
Perikanan Negara Tak Berpantai Dan Negara Yang Secara Geografis Tak Beruntung di Zona 
Ekonomi Eksklusif, 2013. Hal 1. 
2
  Martosubroto dan Widana, 1990 :3,dalam buku Politik Hukum Perikanan bagian pengantar Hal 1 
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Pangan dan Pertanian Dunia (Food and Agriculture Organization/ FAO)3, 
kegiatan tindak pidana perikanan disebut dengan istilah Illegal, Unregulated, 
and Unreported Fishing (IUU-Fishing), yang berarti bahwa penangkapan ikan 
dilakukan secara illegal, tidak dilaporkan dan tidak sesuai dengan aturan yang 
telah ditetapkan.  
Potensi sumber daya perikanan di wilayah laut Indonesia menjadikan 
lokasi ini sebagai daerah strategis bagi para penangkap ikan yang dilakukan 
oleh kapal asing. Menurut Sekretaris Jendral Koalisi Rakyat untuk Keadilan 
Perikanan, Pada 2012 lebih dari  6.000 kapal asing mencuri ikan. Pencurian 
ikan ini rata-rata dilakukan oleh 100 kapal asing setiap tahunnya4. Akibatnya, 
sumber daya ikan yang ada semakin berkurang dan ekosistem lingkungan 
perairan menjadi tercemar. Berkurangnnya sumber daya ikan semakin terlihat 
jelas, sepanjang 2001 hingga 2013 telah terjadi 6.215 kasus pencurian ikan 
dan dari jumlah itu lebih dari 60 % atau 3.782 terjadi sampai November 
20135. 
Berdasarkan data dari Kementerian Kelautan Perikanan6 terdapat 14 
zona fishing ground di dunia, saat ini hanya dua zona yang masih potensial, 
dan salah satunya adalah di Perairan Indonesia. Zona di Indonesia yang 
sangat potensial dan rawan terjadinya IUU Fishing adalah Laut Malaka, Laut 
Jawa, Laut Arafuru, Laut Timor, Laut Banda dan Perairan sekitar Maluku dan 
                                                             
3
  FAO- IUU Fishingdalam Code of Conduct For Responsible Fisheries, 1995 
4
  Abdul Halim Sharif dalam kutipan di Majalah Tempo Online, 100 Kapal Asing curi Ikan di Indonesia 
setiap tahin, diakses dari http://www.tempo.co/read/news/2014/01/08/092543036/100-Kapal-Asing-
Curi-Ikan-di-Indonesia-Tiap-Tahun [10 Oktober 2014] 
5




 Tommy Sihotang, Masalah Illegal, Unregulated, Unreported Fishing dan Penanggulangannya 
Melalui Pengadilan Perikanan, Jurnal Keadilan, Vol.4 No.2. tahun 2005/2006, hal. 58 
3 
 
Papua.7 Dengan melihat kondisi seperti ini IUU Fishing dapat melemahkan 
pengelolaan sumber daya perikanan diperairan Indonesia dan menyebabkan 
beberapa sumber daya perikanan dibeberapa Wilayah Pengelolaan 
Perikanan (WPP) Indonesia mengalami over fishing.8  
Data tersebut menunjukan bahwa masih banyak potensi perairan 
Indonesia yang menjadi tempat penangkapan ikan dan jika dieksploitasi tanpa 
batas (over exploitation) tanpa adanya suatu sistem pengelolaan yang baik, 
maka dapat menimbulkan masalah yang menyangkut kelangsungan dari 
sumber daya ikan serta keseimbangan ekosistem seperti musnahnya species 
tertentu, sehingga dapat menimbulkan berkurangnya atau bahkan habisnya 
sumber daya ikan.  
Produksi perikanan laut hingga saat ini masih terkait dengan cara-
cara penangkapan ikan oleh nelayan lokal yang masih tergantung pada 
peralatan yang lebih sederhana dengan wilayah penangkapan yang berjarak 
beberapa mil dari daerah pemukiman9. Ketidakmampuan nelayan lokal untuk 
mengeksploitasi sumber daya perikanan mengakibatkan masuknya nelayan 
asing dengan kapal yang canggih melakukan penangkapan diwilayah 
perairan Indonesia secara illegal tanpa izin dari pemerintah. Tanpa disadari 
kehadiran mereka menyebabkan bertambahnya daerah-daerah yang 
mengalami over fishing. 
 
                                                             
7
 Sumber dari Forum Keadilan, Kejutan di Bulan April, Forum Nomor 50115-21, April 2008, hal. 41 
8
 Dina Sunyowati, Port State Measures dalam Upaya Pencegahan terhadap IUU Fishing di Indonesia,    
Peran Hukum Dalam Pembangunan Di Indonesia, Liber Amicorum Prof.Dr.Etty R.Agoes,SH.,LLM, 
Remaja Rosdakarya, Bandung, September,  2013, hal. 438 
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Kegiatan eksploitasi dan eksplorasi sumber daya laut diwilayah 
Indonesia yang berlebihan akan menggangu ekosistem perikanan dibawah 
laut serta lingkungan perairan sekitar. Pertumbuhan dan pertambahan 
kerusakan lingkungan (environmental disasters) yang terjadi dilaut telah 
mencapai dimensi regional dan terus berdampak secara dramatis. Adanya 
bahaya fenomenal yang mengancam  lingkungan khususnya perairan 
Indonesia dalam menangkap ikan. Sesuai dengan prinsip dasar yang ada 
pada Stockhlom Decklaration yang telah menerima Declaration on the Human 
Environment yang berisi 26 asas serta  kesepakatan negara-negara yang 
mengikuti konfrensi tersebut agar menjadi pedoman dalam menjaga 
kelestarian lingkungan termaksud sumber daya alam. Dalam prinsip dasar 
Stockhlom Declaration ayat 2 menjelaskan: “The natural resources of the 
earth, including the air, water, land, flora and fauna and especially 
representative samples of natural ecosystems, must be safeguarded for the 
benefit of present and future generations through careful planning or 
management, as appropriate”.10  
Prinsip dasar ini telah menjelaskan bahwa pentingnya melindungi 
sumber daya alam yang ada dibumi ini. Sekaligus melindungi sumber daya 
hewan baik didarat maupun dilaut sebagai bentuk pertanggung jawaban 
manusia dalam mengelola sumber daya alam yang ada dilingkungan.  
 
 
                                                             
10
 Deklarasi Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Principles Stockhom Decklaration Konferensi 
PBB mengenai Lingkungan Manusia pada 5-16 Juni 1972 di stockhlom. 
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Tuntutan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara 
lestari serta pemberdayaan masyarakat lokal yang berhubungan langsung 
dengan sumber daya alam tersebut telah menjadi agenda internasional. Hal 
itu antara lain ditandai dengan disetujuinya berbagai konvensi internasional, 
khusus untuk pengelolaan sumber daya alam perikanan diantaranya Food 
and Agriculture Organization Of The United Nations (FAO), telah menerapkan 
Code Of Conduct For Responsible Fisheries (CCRF) pada tanggal 31 
Oktober 199511.  
Pemanfaatan sumberdaya perikanan berkelanjutan pada prinsipnya 
adalah perpaduan antara pengelolaan sumberdaya dan pemanfaatan dengan 
tetap menjaga kelestarian sumberdaya dalam jangka panjang untuk 
kepentingan generasi mendatang sebagaimana tercantum dalam code of 
conduct for responsible fisheries. Dalam pasal 1 ayat (2) Code Of Conduct 
For Responsible Fisheries  (CCRF) dinyatakan bahwa diharapkan anggota, 
komonitas nelayan, organisasi bagi negara-negara anggota yang terlibat 
dalam perikanan, dalam menetapkan kebijaksanaan atau tindakan-tindakan 
yang berkaitan dengan eksploitasi, konservasi, pengelolaan hasil, dan 
pemasaran sumber daya alam perikanan. 
Bentuk perlindungan dan perbaikan lingkungan serta pengelolaan 
yang dilakukan saat ini, khususnya wilayah perairan Indonesia dalam 
menjaga sumber daya lautnya masih belum memberikan dampak yang 
signifikan terutama dalam pengawasan terhadap kapal-kapal asing yang 
melakukan penangkapan ikan di wilayah zona ekonomi eksklusif indoneia.  
                                                             
11 Code Of Conduct For Responsible Fiheries (CCRF) merupakan lembaga internasional resmi 
Perserikatan Bangsa-Bangsa yang khususnya menangani bidang Pertanian yang khusus untuk 
mengatur mengenai bidang kelautan dan perikanan  
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  Didalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) diatur hak-hak negara pantai 
disatu pihak serta hak-hak dan kebebasan dari negara lain dilain pihak. 
Menurut pasal 56 konvensi 1982, negara pantai pada ZEE punya hak. Salah 
satu haknya yaitu Hak berdaulat (Soverign RIghts) untuk mengadakan 
eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan segala sumber daya 
alam didasar laut dan tanah dibawahnya serta perairan diatasnya. Demikian 
pula terhadap semua kegiatan yang ditujukan untuk tujuan eksploitasi secara 
ekonomis dari zona tersebut.12 
Indonesia telah mengeluarkan suatu pengumuman tentang ZEE yang 
kemudian diundangkan melalui Undang-Undang No 5 tahun 1983 tentang 
Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia13. Sesuai dengan ketentuan dalam 
konvensi UNCLOS 1982, Undang-Undang tentang ZEEI maupun Undang-
Undang Perikanan Indonesia sebagai negara kepulauan yang mempunyau 
ZEE wajib meberikan akses kepada pihak asing untuk memanfaatkan potensi 
sumber daya ikan dizona tersebut. Hal inilah yang menurut penulis belum 
dapat menjamin pemanfaatan potensi perikanan yang dilakukan oleh pihak 
asing dalam melakukan penangkapan ikan diwilayah zona ekonomi eksklusif. 
Hal ini disebabkan karena bentuk pengawasan yang dilakukan oleh 
pemerintah belum mampu mengendalikan secara operasional jumlah 
penangkap ikan yang dilakukan oleh pihak asing, tak terkecuali pihak asing 
yang melakukan secara illegal penangkapan ikan diwilayah zona ekonomi 
eksklusif diperairan laut Indonesia. Selain itu, cara penangkapan ikan yang 
dilakukan baik masyarakat lokal maupun pihak asing dalam operasi 
penangkapan ikan. Banyak cara yang dilakukan dalam menangkap ikan, 
                                                             
12  Lihat Pasal 56 konvensi UNCLOS1982 
13  Lihat UU No 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif 
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namun penangkapannya tidak memperhatikan batas lestari dan ekosistem 
ikan yang berkelanjutan khususnya ikan-ikan kecil. Hal ini perlu diterapkan 
guna menjaga kelestarian sumber daya ikan di Indonesia.  
Meskipun undang-undang perikanan, baik Undang-Undang No 31 
Tahun 2004  maupun Undang-Undang No 45 Tahun 2009 tentang perubahan 
atas Undang-Undang No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan mengamanatkan 
untuk menetapkan jumlah tangkapan yang diperbolehkan diwilayah 
pengelolaan perikanan Indonesia, sehingga perlu ada cara yang 
berkelanjutan dalam memelihara ekosistem perikanan bawah laut. Oleh 
karena itu penulis mengajukan judul yaitu  Penerapan Securing Sustainable 
Small-scale Fishries Terhadap Perlindungan Lingkungan Sumber Daya 












1.2. Rumusan Masalah   
 
1. Bagaimanakah bentuk Securing Sustainable Small-scale Fisheries dalam 
melindungi kelestarian sumber daya perikanan laut ? 
2. Bagaimanakah penerapan Securing Sustainable Small-scale Fisheries 
terhadap perlindungan Lingkungan sumber daya perikanan laut Indonesia?  
 
1.3. Tujuan Penulisan  
1. Untuk mengetahui sejauh mana pemanfaatan dalam pengelolaan serta 
perlindungan sumber daya perikanan laut Indonesia secara praktik 
dilapangan 
2. Untuk mengetahui strategi atau pola baru dalam mengelola sumber daya 
perikanan laut  Indonesia melalui penerapan Securing Sustainable Small-
scale Fisheries 
 
1.4. Manfaat  Penelitian  
 
1. Secara teoritis diharapkan memberi kontribusi dalam pengembangan 
pengetahuan khususnya pengetahuan keilmuan hukum. 
2. Secara Praktis, dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi siapa saja, 
dan sebagai bahan informasi kepada peneliti lainnya dalam penyusunan 
suatu karya ilmiah yang ada kaitannya dengan judul di atas. 
3. Hasil penelitian dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam pembuatan 





TINJAUAN PUSTAKA  
2.1. Securing Sustainable Small-Scale Fisheries. 
 
Dalam Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) Perserikatan Bangsa-
Bangsa telah membahas Pedoman Internasional tentang Pengamanan 
Perikanan Skala Kecil Berkelanjutan (International Guidelines On Securing 
Sustainable Smallscale Fisheries). Konsultasi Teknis tersebut telah 
berlangsung  3-7 Februari 2014 di Roma, Italia. Perwakilan Delegasi Republik 
Indonesia akan diwakili oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)14. 
Pedoman Internasional tersebut merupakan bagian penting 
pengaturan perikanan yang menjadi bagian dari Tata Laksana Perikanan 
yang Bertanggung Jawab FAO 1995 (FAO Code of Conduct for Responsible 
Fisheries 1995). Tata Laksana Perikanan yang Bertanggung Jawab 
menegaskan pentingnya kontribusi perikanan artisanal dan perikanan skala 
kecil terhadap kesempatan kerja, pendapatan dan ketahanan pangan. Juga 
menegaskan adanya perlindungan terhadap hak para nelayan dan pekerja 
perikanan, terutama bagi mereka yang terlibat dalam perikanan skala kecil 
atas suatu mata pencaharian yang aman dan pantas dan jika perlu, hak atas 
akses istimewa ke daerah penangkapan dan sumberdaya tradisional di dalam 
perairan dibawah yuridiksi mereka. Walaupun menjadi hukum yang tidak 
mengikat,  Tata Laksana Perikanan yang Bertanggung Jawab merupakan  
                                                             
14 KIARA (Koalisi Indonesia untuk Keadilan Perikanan) dalam siaran pers tentang Pemerintah 
Indonesia Harus Maksimalkan Perundingan Pedoman Pengamanan Perikanan Skala Kecil 
Berkelanjutan untuk Melindungi Nelayan Tradisional diakses dari http://www.kiara.or.id/kiara-
pemerintah-indonesia-harus-maksimalkan-perundingan-pedoman-pengamanan-perikanan-skala-
kecil-berkelanjutan-untuk-melindungi-nelayan-tradisional/ [27 Oktober 2014]. 
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soft law atau hukum yang lunak dan tidak memaksa bagi negara anggota 
untuk meratifikasi. Namun tata laksana perikanan yang bertanggung jawab 
bagi setiap negara anggota FAO, termasuk Indonesia, wajib untuk diikuti, 
ditaati dan dilaksanakan. Penulis berpandangan bahwa kegiatan tersebut 
membawa dampak positif terhadap Indonesia, namun Indonesia sebagai 
negara anggota dalam organsisasi tersebut belum memikirkan langkah 
strategis apa yang harus dilakukan dalam melindungi sumber daya perikanan 
Indonesia  
Menurut World C Environment Development (1987) pembangunan 
berkelanjutan adalah pembangunan yang mampu memenuhi kebutuhan 
sekarang tanpa mengabaikan kemampuan generasi yang akan datang dalam 
memenuhi kebutuhannya. Bila dihubungkan dengan pemanfaatan dan 
pengelolaan SDKP, seyogyanya etika pembangunan perikanan harus 
senantiasa menekankan pada perubahan sikap dari menguasai alam menjadi 
menjaga, memelihara dan melestarikan alam berdasarkan prinsip-prinsip 
pembangunan berkelanjutan sesuai dengan daya dukung lingkungannya. 
Tanggung jawab terhadap pemanfaatan dan pengeloaan SDKP akan 
terwujud apabila masyarakat nelayan sebagai pelaku pembangunan, 
mempunyai kesadaran sendiri terhadap lingkungannya sebagai tanggung 
jawab etika dan moral agar SDKP dapat diwariskan kepada generasi 
mendatang. 
Menurut Dahuri (2000), pembangunan berkelanjutan pada dasarnya 
merupakan suatu strategi pembangunan yang memberikan semacam 
ambang batas pada laju pemanfaatan ekosistem alamiah serta sumberdaya 
alam yang ada didalamnya. Ambang batas ini tidaklah bersifat mutlak, 
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melainkan merupakan suatu batas yang luwes tergantung pada kondisi 
teknologi dan sosial ekonomi masyarakat, serta kemampuan biosfir untuk 
menerima dampak kegiatan manusia.  
Ringkasnya, pembangunan berkelanjutan adalah suatu strategi 
pemanfaatan dan pengelolaan ekosistem alamiah sedemikian rupa sehingga 
kapasitas fungsionalnya untuk memberikan manfaat bagi kehidupan umat 
manusia tidak rusak. Kondisi ini mendorong negara-negara tertinggal untuk 
memberikan perhatian pada konsep pembangunan berkelanjutan. Hal ini juga 
mendorong masyarakat dunia makin peduli lingkungan sebagai factor 
pertimbangan penting dalam menetapkan kebijakan kerjasama luar negeri 
dan bantuan internasional. 
Pembangunan berkelanjutan dirumuskan sebagai suatu proses 
perubahan dimana ekploitasi sumber sumber daya, arah investasi, orientasi 
pengembagan teknologi dan perubahan kelembagaan berjalan selaras, serta 
meningkatkan potensi masa kini dan masa depan untuk memenuhi kebutuhan 
dan aspirasi manusia. Esensi pembangunan berkelanjutan adalah 
pembangunan untuk memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi 
kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka; tidak 
merusak system alam, seperti atmosfir, air, tanah, dan makhluk hidup dengan 
mengurangi pencemaran dan kerusakan lingkungan’ mengendalikan 
eksploitasi sumber daya alam dan berkeadilan social (social equality). 
Pembangunan berkelanjutan dilandasi oleh konsep berkelanjutan secara 
ekologi dan ekonomi. Secara garis besar, konsep pembangunan 
berkelanjutan mempunyai tiga dimensi: 1) ekologis (lingkungan), 2) ekonomi, 
dan 3) sosial. Sehingga strategi pemanfaatan dan pengelolaan SDKP secara 
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berkelanjutan harus senantisa memperhatikan ketiga dimensi atau pilar 
utama tersebut di dalam upaya memanfaatkan dan mengelola SDKP baik 
untuk kebutuhan generasi kini maupun untuk kebutuhan generasi yang akan 
datang. Hal ini sesuai dengan draf International Guidelines For Securing 
Sustainable Smallscale Fisheries yang memberi penjelasan bahwa 
Pengawasan perikanan akan lebih mendukung terhadap tata kelola perikanan 
serta penyediaan kerangka kerja yang komperhensif dan pengembangan 
pengawasan perikanan demi kelanjutan ekosistem perikanan kedepan. 
Dalam penjelasan draft tersebut, penulis memikirkan penjelasan terkait 
pengertian Securing Sustainable Smallscale Fisheries. Menurut Penulis, 
Securing Sustainable Smallscale Fisheries atau Pengawasan Ikan Skala Kecil 
Berkelanjutan adalah upaya perlindungan segala jenis ikan dilaut untuk 
kelangsungan sumber daya perikanan yang berkelanjutan mulai skala 
pembibitan hingga pemanfaatan ikan di lingkungan perairan. 
 
2.2. Konsep Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan  
Konsep pengelolaan perikanan berkelanjutan berkaitan erat dengan 
kondisi populasi penduduk yang semakin bertambah. Sebagaimana telah 
disebutkan di atas, peningkatan populasi penduduk dunia menyebabkan 
peningkatan pada konsumsi sumber daya ikan. Menurut Badan Pangan dunia 
Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB)–UNFAO, penduduk dunia terus 
meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 1998, PBB sudah 
memprediksikan bahwa populasi penduduk dunia pada tahun 2010 akan 
mencapai sekitar 6,795 miliar. Pertumbuhan penduduk dunia diperkirakan 
meningkat sekitar 1,8 % setiap tahunnya. Laju pertambahan penduduk yang 
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tinggi terutama terjadi di negara-negara berkembang. Pertambahan penduduk 
tersebut menuntut peningkatan 
ketersediaan pangan dunia. Salah satu sumber pangan protein hewani 
adalah ikan. Protein dari ikan, krustacea dan moluska berperan sekitar 13,8 – 
16,5 % intake protein hewani untuk populasi manusia. Konsumsi ikan per 
orang diprediksikan akan terus meningkat. Pada tahun 2030 diprediksi 
konsumsi ikan mencapai 22,5 kg per orang (FAO 2002). Pangan protein dari 
ikan merupakan pangan utama dengan memberikan kontribusi 50 % dari total 
protein pada beberapa negara berkembang dengan kepadatan penduduk 
yang tinggi. Beberapa negara Asia dan Afrika termasuk dalam kategori ini 
Pada negara maju, ikan bukan merupakan pangan dasar. Ikan lebih berperan 
sebagai pemuas konsumen yang membutuhkan variasi, nutrisi, rasa, 
kesehatan dan keindahan makanan. Kebutuhan ikan untuk pangan dunia 
pada tahun 2010 berkisar antara 105 – 110 juta ton berat basah (FAO 
1998)15. 
Menyadari kondisi demikian, pada tahun 1995 FAO menggagas Code 
of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF) atau Kode Etik Perikanan yang 
Bertanggungjawab. Kode Etik ini sudah diadopsi 170 negara anggota FAO. 
Kode etik ini lebih bersifat himbauan dan bukan keharusan, dan ditujukan 
kepada setiap orang yang bekerja,dan terlibat dalam kegiatan perikanan. 
Karena sifatnya yang berupa himbauan, maka sangat penting untuk 
memastikan setiap orang yang bekerja di bidang perikanan berkomitmen 
                                                             
15 Food and Agriculture Organization, 2000, The State of World Fisheries and 
Aquaculture 2000, FAO Information Division, Roma 
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pada prinsip-prinsip dan tujuan dari Kode Etik ini dan mengambil langkah-
langkah praktis untuk melaksanakannya16. 
Dalam Kode Etik Perikanan yang Bertanggung Jawab disebutkan hal-
hal yang penting. Misalnya saja apa yang dicantumkan dalam Pasal 6 ayat 
(4), disebutkan bahwa "Keputusan-keputusan yang mengenai Konservasi dan 
pengelolaan Perikanan haruslah didasarkan atas bukti-bukti dan informasi 
ilmiah terbaik yang tersedia, disamping juga perlu mempertimbangkan 
pengetahuan tradisional mengenai sumber daya dan habitatnya, serta faktor - 
faktor lingkungan, sosial, dan ekonomi yang relevan". Pengelolaan perikanan 
adalah suatu kebutuhan besar manusia, kebutuhan dunia. Hal ini karena 
begitu banyak manusia di muka bumi ini yang bergantung pada perikanan 
sebagai sumber mata pencaharian. Selain itu juga bisnis perikanan adalah 
bisnis milyar dollar yang menghasilkan jutaan ton ikan bagi umat manusia. 
Namun pemanfaatan sumberdaya perikanan yang begitu penting ini 
mengalami beberapa kejadian berikut ini yang adalah dasarnya atau alasan 
untuk dikelola pemanfaatannya: 
a. Sebagian besar sumberdaya perikanan dunia telah mengalami 
tangkap penuh, tangkap lebih, deplesi17, atau pada kondisi dimana 
sumberdaya itu harus diselamatkan. Selain karena penangkapan, 
                                                             
16
Kode Etik Perikanan terdiri dari gabungan prinsip-prinsip, tujuan dan kegiatankegiatananggota FAO, 
organisasi antar pemerintah, industri-industri perikanan dan beberapa lembaga non pemerintah 
bekerja keras dan dalam waktu yang lama untuk mencapai kata sepakat dari Kode Etik ini. Dengan 
demikian Kode Etik ini merupakan hasil usaha dari banyak lembaga yang terlibat dalam perikanan. 
Mengacu pada kondisi tersebut, Kode Etik Perikanan mewakili kesepakatan atau consensus global 
dari berbagai isu perikanan seara global. Lihat FAO, 2007, Apa Itu Kode Etik Perikanan yang 
Bertanggung Jawab?,FAO Banda Aceh, h. 1. 
17
 Deplesi, dimaksudkan sebagai cara pengambilan sumberdaya alam secara besar-besaran, yang 
biasanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan akan bahan mentah. Dalam kaitannya dengan 
sumberdaya perikanan yang sifatnya dapat diperbaharui, tindakan deplesi walaupun dapat 
diimbangi dengan kegiatan konservasiakan tetap melekat dampaknya terhadap lingkungan dan 
membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memulihkannya. 
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sumberdaya ikan mengalami degradasi karena kerusakan ekologi 
dan polusi lingkungan. 
b. Kelebihan pemanfaatan sumberdaya perikanan dunia ikut 
ditentukan oleh perkembangan teknologi yang begitu cepat 
terutama pemanfaatan Geographical Positioning System (GPS), 
radar, echosounders, mesin kapal yang lebih kuat dan besar, serta 
berkembangnya teknologi pengolahan ikan. 
c. Status pemanfaatan secara berlebihan sumberdaya perikanan 
dunia ini adalah suatu resultante dari kegagalan kepemerintahan 
perikanan (fisheries governance) yang mencakup di dalamnya 
kegagala masyarakat, peneliti dan ahli perikanan, serta Pemerintah 
sebagai suatu lembaga18 
Kode Etik ini menyatakan bahwa negara harus memiliki kebijakan 
perikanan yang jelas dan terstruktur untuk mengelola perikanan mereka. 
Perikanan harus dikelola untuk memastikan penangkapan ikan dan 
pengolahannya dilakukan dalam suatu tatanan yang mampu memperkecil 
dampak negatifnya terhadap lingkungan. Pemerintah harus memiliki kerangka 
hukum yang jelas dengan prosedur-prosedur hukum yang kuat untuk 
                                                             
18
 Dikutip dari, Victor PH. Nikijuluw, 2005, Politik Ekonomi Perikanan, Bagaimana dan Kemana Bisnis 
Perikanan?, Feraco, Jakarta, h. 8-9. Selanjutnya, disebutkan bahwa langkah aksi pengelolaan 
perikanan menurut CCRF adalah (h.11-12): (1) menentukan tujuan dan kebijakan bagi setiap 
sumberdaya ikan yang dikelola, dengan mempertimbangkan karakteristik biologi serta pola 
pemanfaatan sumberdaya tersebut pada saat ini; (2) menentukan dan mengimplementasikan aksi 
nyata yang memampukan otoritas pengelolaan (pemerintah), nelayan, pengusaha, dan pihak 
terkait, bekerjasama untuk mencapai tujuan yang ditetapkan; (3) konsultasi dan negosiasi dengan 
nelayan dan perusahaan yang memanfaatkan sumberdaya ikan lain yang eksistensinya memiliki 
dampak atas sumberdaya ikan yang dikelola; (4) melakukan evaluasi secara regular terhadap 
tujuan perikanan yang sudah ditetapkan dan pencapaiannya; (5) membuat laporan kepada otoritas 




menghukum para pelanggar yang bisa berupa denda maupun pencabutan 
izin19 
Norma-norma yang terkandung dalam CCRF merupakan payung bagi 
implementasi pengelolaan sumber daya perikanan secara berkelanjutan. Ada 
tiga dimensi penting dalam konsep perikanan berkelanjutan, yaitu ekologi, 
sosial, dan ekonomi. Keberlanjutan ketiga dimensi tersebut merupakan tipe 
ideal. Artinya, suatu tipe yang hanya berfungsi sebagai acuan yang 
sebenarnya secara empiris sulit ditemukan yang proses tarik ulur antara 
ketiga kepentingan tersebut. Suatu saat dimensi ekologi yang menonjol, pada 
saat yang lain dimensi sosial dan ekonomi yang menonjol  adalah fungsi 
kebijakan (policy) untuk mengatur proses tarik ulur tersebut sehingga 
ketiganya dalam kondisi yang seimbang.20  
Pola pengelolaan perikanan di Indonesia sendiri tidak dilepaskan dari 
Kode Etik tersebut. Dalam Pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 2004 disebutkan 
bahwa pengelolaan perikanan dilakukan berdasarkan asas manfaat, keadilan, 
kemitraan, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, dan kelestarian 
yang berkelanjutan. Dalam penjelasannya juga disebutkan tentang kewajiban 
dalam pengelolaan perikanan berdasarkan pada prinsip perencanaan dan 
keterpaduan pengendaliannya. Di samping itu, pengelolaan perikanan 
dilakukan dengan memperhatikan pembagian kewenangan antara 
Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, memenuhi unsur 
pembangunan yang berkesinambungan, yang didukung dengan penelitian 
dan pengembangan perikanan serta pengendalian yang terpadu, 
meningkatkan pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan di bidang 
                                                             
19
 FAO, 2007, Apa Itu Kode Etik Perikanan yang Bertanggung Jawab?, FAO 
Banda Aceh, h. 4-5. 
20
 Arif Satria, ”Paradigma Perikanan Berkelanjutan”, Republika, 16 Juli 2004 
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perikanan, serta pengelolaan perikanan yang didukung dengan sarana dan 
prasarana perikanan serta sistim informasi dan data statistic perikanan. 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 45 Tahun 2009 yang juga menguatkan asas pengelolaan perikanan, 
antara lain asas manfaat, keadilan, kebersamaan, kemitraan, kemandirian, 
pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, kelestarian, dan 
pembangunan yang berkelanjutan21 
Konsep pengelolaan perikanan berkelanjutan disertai dengan 
kewajiban Menteri untuk menetapkan hal-hal sebagai berikut: 
a. rencana pengelolaan perikanan; 
b.  potensi dan alokasi sumber daya ikan;  
c. jumlah tangkapan yang diperbolehkan; 
d. potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan; 
e. potensi dan alokasi induk serta benih ikan tertentu; 
f. jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan; 
g.  jenis, jumlah, ukuran, dan penempatan alat bantu penangkapan ikan; 
h. daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan; 
i. persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan; 
j. pelabuhan perikanan; 
k.  sistem pemantauan kapal perikanan 
l.  jenis ikan baru yang akan dibudidayakan; 
                                                             
21 Dalam Penjelasan 1 ayat (2) Huruf j disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “asas kelestarian” 
adalah pengelolaan perikanan dilakukan seoptimal mungkin dengan tetap memperhatikan aspek 
kelestarian sumber daya ikan. Sedangkan Huruf k, yang dimaksud dengan ”asas pembangunan 
yang berkelanjutan” adalah pengelolaan perikanan dilakukan secara terencana dan mampu 
meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan rakyat dengan mengutamakan kelestarian fungsi 
lingkungan hidup untuk masa kini dan masa yang akan datang 
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m. jenis ikan dan wilayah penebaran kembali serta penangkapan ikan 
berbasis budi daya; 
n. pembudidayaan ikan dan perlindungannya; 
o. pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta 
lingkungannya; 
p. rehabilitasi dan peningkatan sumber daya ikan serta lingkungannya; 
q. ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap; 
r. kawasan konservasi perairan; 
s.  wabah dan wilayah wabah penyakit ikan; 
t. jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan 
dikeluarkan ke dan dari wilayah Negara Republik Indonesia; dan 
u. jenis ikan yang dilindungi.22 
Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, menggambarkan betapa 
peran pemerintah sangat penting dalam pengelolaan perikanan berkelanjutan 
tersebut ini. Sebagai sudah diungkap di atas, fungsi pemerintah dalam aspek 
alokasi, distribusi, dan stabilisasi harus berjalan sebagaimana yang 
diharapkan.100 Fungsi-fungsi tersebut dengan sendirinya menampakkan 
bahwa tiga aspek pengelolaan perikanan berkelanjutan (ekologi, sosial, dan 
                                                             
22
UU juga menetapkan kewajiban setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan 
perikanan wajib mematuhi ketentuan mengenai: (a) jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan 
ikan; (b) jenis, jumlah, ukuran, dan penempatan alat bantu penangkapan ikan; (c) daerah, jalur, dan 
waktu atau musim penangkapan ikan; (d) persyaratan atau standar prosedur operasional 
penangkapan ikan; (e) system pemantauan kapal perikanan (dikecualikan terkadap kapal nelayan 
kecil –dibawah 5 GT); (f) jenis ikan baru yang akan dibudidayakan; (g) jenis ikan dan wilayah 
penebaran kembali serta penangkapan ikan berbasis budi daya; (h) pembudidayaan ikan dan 
perlindungannya; (i) pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta 
lingkungannya; (j) ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap; (k) kawasan 
konservasi perairan; (l). wabah dan wilayah wabah penyakit ikan; (m) jenis ikan yang dilarang untuk 
diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Negara Republik Indonesia; dan 
(n) jenis ikan yang dilindungi. Lihat Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 45 Tahun 2009. 
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ekonomi) saling berkaitan satu sama lain. Ketiga aspek tersebut tidak bisa 
dipisah-pisahkan.23 
Dalam konteks ekonomi daerah, pemerintah/pemda memainkan peran 
dan menjalankan fungsi lebih sebagai administrator dan fasilitator untuk 
melakukan peran sebagai berikut: 
a) mendiorong peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan 
sumberdaya alam; 
b) menjamin pengakuan dan perlindungan akses dan hak-
hakmasyarakat adat/lokal di daerah atas penguasaan dan 
pemanfaatan sumberdaya alam; 
c) melindungi dan mengalomodasi modal sosial (social capital) seperti 
kearifan, etika, citra, religi, dan pranata-pranata sosial dalam 
masyarakat di daerah; 
d)  mengakui dan mengakomodasi kemajemukan hukum yang secara  
nyata tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. 
 
2.3. Karakteristik Pemanfaatan Sumber Daya Hayati Laut yang Ramah 
Lingkungan 
 
Menurut FAO (1995)24, karakteristik pemanfaatan sumber daya hayati 
laut yang ramah lingkungan, meliputi:  
                                                             
23
 Victor PH Nikijuluw, 2002, Op. Cit. Yustika menyebutkan, kemandirian kaum nelayan di tengah-
tengah keterbatasan merupakan karakteristik komunitas ini dalam mempertahankan kelangsungan 
hidup mereka. Ahmad Erani Yustika, 2003, Negara vs Kaum Miskin, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 
h. 76-77, dan Kusnadi, 2006, Filosofi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir, HUP, Bandung, h. 12-13. 
24  Monintja (1996) dan Arimoto, et al., (1999), 
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1. Proses penangkapan yang dilakukan ramah lingkungan. 
Penangkapan ikan ramah lingkungan memiliki beberapa ciri antara 
lain:  
a. Memiliki selektivitas yang tinggi. Alat tangkap yang 
dioperasikan hanya menangkap target spesies dengan 
ukuran tertentu. Selektivitas alat tangkap bukan hanya 
terhadap ukuran tetapi juga terhadap spesies. 
b. Tidak merusak habitat/ekosistem, misalnya ekosistem 
terumbu karang.  
c. Tidak membahayakan keanekaragaman hayati dan tidak 
menangkap  spesies yang dilindungi. 
d. Tidak membahayakan kelestarian sumberdaya ikan target.  
e. Tidak membahayakan keselamatan dan kesehatan nelayan.  
2. Volume produksi tidak berfluktuasi drastis (suplai tetap) 
Pemanfaatan sumberdaya hayati dapat berkelanjutan jika volume 
produksi dari suatu usaha yang dilakukan dapat memberikan 
suplai yang tetap, sehingga dapat memberikan jaminan bagi sektor 
lain seperti pengolahan dan pemasaran.  
3. Pasar tetap terjamin. Dalam rangka mendorong pemanfaatan 
sumberdaya hayati laut secara berkelanjutan maka pasar harus 
dapat menjamin harga yang wajar dari hasil tangkapan. Fluktuasi 
harga yang terlalu tinggi atau tidak terjaminnya pasar akan 
berdampak terhadap kelangsungan usaha.  
4. Usaha penangkapan masih menguntungkan Potensi sumberdaya 
ikan yang terdapat pada suatu perairan sangat menentukan 
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keuntungan suatu usaha penangkapan. Oleh sebab itu data dan 
informasi yang akurat mengenai potensi sumberdaya ikan di suatu 
kawasan perairan sangatlah penting, termasuk spesies, habitat 
dan musimnya. Ketersediaan informasi dan data tersebut akan 
meningkakan efisiensi usaha penangkapan yang akan 
dikembangkan.  
5. Tidak menimbulkan friksi sosial Merujuk pada triple bottom line dari  
konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable development) 
yang harus mencakup social acceptable, maka dalam 
pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya perikanan yang 
berkelanjutan harus memperhatikan faktor sosial. Konflik sosial 
dalam bidang perikanan, khususnya penangkapan ikan 
merupakan suatu gejala sosial yang sering ditemukan, disebabkan 
karena perebutan sumberdaya ikan yang jumlahnya terbatas.   
6. Memenuhi persyaratan legal Aspek legalitas merupakan hal 
penting dalam setiap usaha, termasuk usaha penangkapan ikan. 
Adanya kepastian hukum dalam berusaha yang dilakukan oleh 
para nelayan akan memberikan jaminan ketenangan dalam 
berusaha. 
 
2.4. Potensi Konflik dalam Pengelolaan Sumber Daya Laut  
     Perubahan paradigm pembangunan sentralistik menjadi 
desentralistik berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang 
selanjutnya diubah menjadi Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintah Daerah, dapat berdampak semakin kompleksnya 
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permasalah pengelolaan sumber daya kelautan di Indonesia.  
Permasalahan pengelolaan laut yang selama ini masih belum menunjukan 
sinergi antar sektor, dikhawatirkan dapat berkembang menjadi 
permasalahan yang semakin kompleks dengan adanya pelaksanaan 
otonomi daerah25.  
Permasalahan terhadap otonomi daerah terhadap pengelolaan 
sumber daya kelautan masih beragam, antara lain mengenai batas 
wilayah pengelolaan perairan khususnya perikanan yang seringkali 
disalah artikan sebagai usaha batas administrasi atau bahkan sebagai 
wilayah kedaulatan daerah. Hal ini telah memicu adanya konflik antar 
daerah dalam pengelolaan sumber daya kelautan. Selanjutnya 
keterbatasan sumber daya manusia, ketersedian data dan format 
kelembagaan yang memadai merupakan permasalahn dan kendala lain 
yang dihadapi daerah dalam mengelola sumber daya kelautan secara 
optimal. 
Permasalahan lain yang muncul dalam pengelolaan sumber daya 
kelautan didaerah selama ini adalah adanya konflik-konflik pemanfaatan 
dan kekuasaan. Pada dasarnya pengelolaan sumber daya kelautan yang 
bersifat tetap (tidak bergerak) seperti mineral dari bahan tambang yang 
terdapat, didaerah laut dan daratan pesisir, hutan mangorove, dan 
terumbu karang yang tidak akan menimbulkan masalah antar daerah asal 
dilakukan dengan mengikuti kaidah-kaidah pembangunan berkelanjutan. 
seperti halnya beberapa jenis ikan dan biota lainnya yang berimigrasi 
jenis-jenis ikan/ biota laut tertentu seperti udang, cakalang, udang dan 
                                                             
25 Perumusan Kebijakan tentang Ketahanan Wilayah Laut, Hal. 57 
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penyu bisa saja bertelur dan memijah dikawasan pesisir termaksu wilayah 
provinsi/kabupaten/kota tertentu tetapi membesarkan dirinya dikawasan 
daerah lainnya26. Demikian pula halnya dengan para nelayan, kadangkala 
nelayan dari suatu daerah tertentu melakukan penangkapan didaerah 
lainnya misalnya nelayan Jawa Barat menangkap ikan di perairan 
lampung atau sebaliknya. Untuk mengelola pemanfaatan sumber daya 
perikanan yang bersifat lintas batas (shared stock) antara kedua daerah 
atau lebih perlu dibuat tim kerjasama antara provinsi yang bertugas : 
- Menentukan kuota penangkapan untuk nelayan measing-masing 
provinsi  
- Merumuskan pedoman pengelolaan kegiatan penangkapan ikan 
sesuai dengan kaidah Responsible Fisheries yang telah ditetapkan 
oleh FAO 
 
2.4.1. Implementasi Otonomi Darah  
Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang dituangkan 
dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang pemerintah daerah 
pada dasarnya merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 sebagai 
upaya mewujudkan cita-cita nasional untuk mempercepat terwujudnya 
kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan 
dan peran serta masyarakat, pembangunan daerah serta peningkatan 
daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, 
pemerataan, keadilan, keisitimewaan atau kekhususan suatu daerah 
dalam NKRI.  
                                                             




Jika selama ini terdapat kesan bahwa pemerintah daerah tidak 
peduli terhadap pengelolaan sumber daya kelautan termaksud pesisir 
secara berkelanjutan sangatlah wajar menigigat manfaat terbesar dari 
sumber daya tersebut tidak dikmati daerah melainkan dinikmati oleh 
pemerintah pusat.  Namun dengan adanya pemberian wewenang kepada 
daerah untuk mengelola dan memanfaatakn sumber daya kelautan yang 
berada dalam batas-batas yang telah ditetapkan, maka manfaat terbesar 
dari sumber daya kelautan dan perikanan diperoleh pemerintah daerah 
dan masyarakat.  
Disisi lain, dampak negatif dari implementasi otonomi daerah akan 
timbul apabila pemerintah daerah tidak memiliki persepsi yang tepat 
terhadap pengelolaan sumber daya kelautan. artinya sumber daya 
kelautan tidak semata-mata untuk dieksploitasi tetapi juga harus 
diperhatikan kelestariannya. Sebab dengan persepsi demikian, maka 
sumber daya kelautan yang akan diupayakan dan eksploitasi sebesar-
besarnya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. 
Eksplotasi berlebih dengan tidak mengindahkan kelestarian 
lingkungan dan sumber daya alam pada akhirnya akan menimbulkan 
masalah lainnya di kemudian hari. Jika hal ini terjadi, maka pola 
pemanfaatan sumber daya yang dilakukan tidak ada bedanya dengan pola 
yang selama ini dilakukan. Oleh karena itu, yang perlu segera dibenahi 
adalah bagaimana agar pemerintah daerah memiliki persepsi yang tepat 
terhadap pemanfaatan sumber daya kelautan yang berkelanjutan. 
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Disamping itu juga, pemerintah daerah yuga dihadapkan pada beberapa 
persoalan regulasi dan manajemen serta kurangnya dana yang dimiliki 
daerah dan perlu segera diatasi. Persoalan yang menyebabkan sulitnya 
daerah dalam mengimplementasikan otonomi daerah adalah karena 
belum lengkapnya regulasi atau peraturan pelaksanaan yang dapat 
dijadikan acuan bagi daerah. Selain itu masih ada peraturan perundang-
undangan yang belum sejalan dengan kebijakan otonomi daerah. Dari 
aspek manajemen dan sumber daya manusia, dukungan kepemimpinan 
dan manajemen dirasakan kurang dalam mengurus implemetasi otonomi 
daerah yang tercermin dari lemahnya pengawasan, pembinaan, serta 
monitoring dan evaluasi yang dilakukan pemerintah dan oleh provinsi 
sebagai wakil pemerintah pusat terhadap pelaksanaan otonomi daerah.  
2.5. Ketentuan Hukum Nasional  
 
  Dalam Undang-Undang No 45 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (8) telah 
dijelaskan bahwa “Konservasi Sumber Daya Ikan adalah upaya 
perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk 
ekosistem, jenis, dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, 
dan kesinambungan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas 
nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan”27. Lebih lanjut Sesuai 
dengan Pasal 66 ayat (1) UU No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, 
pengawasan perikanan dilakukan oleh pengawas perikanan, dan (2) 
pengawas perikanan bertugas untuk mengawasi tertib pelaksanaan 
ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perikanan. 
                                                             
27  Lihat UU No 45 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (8) 
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Pengawasan tersebut meliputi (3) sepuluh bidang pengawasan yaitu: 
kegiatan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, perbenihan, 
pengolahan, distribusi keluar masuk ikan, mutu hasil perikanan, distribusi 
keluar masuk obat ikan, konservasi, pencemaran akibat perbuatan 
manusia, plasma nutfah, penelitian dan pengembangan perikanan, dan 
ikan hasil rekayasa genetik28. 
Selanjutnya disebutkan dalam Pasal 66B (1) bahwa lokasi 
pelaksanaan tugas pengawas perikanan adalah di WPP-NRI, kapal 
perikana,  pelabuhan perikanan dan/atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk, 
pelabuhan tangkapan, sentra kegiatan perikanan,  area pembenihan ikan, 
area pembudidayaan ikan, unit pengolahan ikan dan/atau kawasan 
konservasi perairan. Dalam melaksanakan tugas, pengawas perikanan 
berwenang (Pasal 66C ayat 1) untuk29 : 
a. memasuki dan memeriksa tempat kegiatan usaha perikanan ; 
b. memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan ; 
c. memeriksa kegiatan usaha perikanan ; 
d. memeriksa sarana dan prasarana yang digunakan untuk kegiatan 
perikanan ; 
e. memverifikasi kelengkapan dan keabsahan SIPI dan SIKPI ; 
f. mendokumentasikan hasil pemeriksaan ; 
g. mengambil contoh ikan dan/atau bahan yang diperlukan untuk 
keperluan pengujian laboratorium ; 
h. memeriksa peralatan dan keaktifan sistem pemantauan kapal 
perikanan ; 
                                                             
28  Lihat UU No 45 Tahun 2009 Pasal 66 ayat (1) 
29  Lihat UU No 45 Tahun 2009 Pasal 66 B dan C ayat (1) 
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i. menghentikan, memeriksa, membawa, menahan, dan menangkap 
kapal dan/atau orang yang diduga atau patut diduga melakukan tindak 
pidana perikanan di WPP-NRI sampai dengan diserahkannya kapal 
dan/atau orang tersebut di pelabuhan tempat perkara tersebut dapat 
diproses lebih lanjut oleh penyidik ; 
j. menyampaikan rekomendasi kepada pemberi ijin untuk memberikan 
sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; 
k. melakukan tindakan khusus terhadap kapal perikanan yang berusaha 
melarikan diri dan/atau melawan dan/atau membahayakan 
keselamatan kapal pengawas perikanan dan/atau awak kapal 
perikanan ; dan/atau  
l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. 
Dalam melaksanakan tugas tersebut, pengawas dapat dilengkapi 
dengan kapal pengawas perikanan, senjata api, dan/atau alat 
pengaman diri 
Lebih lanjut hal in telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya ikan. 
Dalam pasal 5 ayat (1) dijabarkan tentang Konservasi ekosistem yang 
dilakukan melalui perlindungan habitat dan populasi ikan, rehabilitasi habitat 
dan populasi ikan, penelitian dan pengembangan, pemanfaatan sumber daya 
ikan dan jasa lingkungan, pengembangan sosial ekonomi masyarakat, 
pengawasan dan pengendalian; dan/atau, monitoring dan evaluasi30.   
 
 
                                                             





2.6. Konvensi Internasional yang telah diratifikasi 
 
2.6.1. Convention on Fishing and Conservation of the living Resources of the 
High Sea 1958,  Konvensi Jenewa 
 
Pemerintah Indonesia telah aktif dalam berbagai perundingan              
di bidang kelautan sejak tahun 1958 khususnya dalam Konvensi Hukum Laut. 
Dalam perundingan itu delegasi Indonesia telah menandatangani hasil 
konvensi tersebut yaitu Konvensi mengenai Landas Kontinen (Convention on 
the Continental Shelf), Konvensi mengenai Perikanan dan Sumber daya 
Hayati di Laut Lepas (Convention of Fishing and Conservation of the Living 
Resources of the High Seas), serta Konvensi mengenai Laut 
Lepas (Convention on the High Sea). Sedangkan Konvensi mengenai Laut 
Teritorial tidak ditandatangani. Tiga tahun kemudian konvensi-konvensi ini 
telah diratifikasi melalui Undang-undang No. 19 Tahun 1961 tentang 
Persetujuan Atas Tiga Konvensi Jenewa Tahun 1958 mengenai Hukum Laut. 
Sehingga dari 4 konvensi hanya satu konvensi yang tidak ditandatangani dan 
diratifikasi yaitu Konvensi mengenai Laut Teritorial. Hal ini dikarenakan 
bertentangan dengan prinsip yang berlaku dalam Deklarasi Juanda yang 
menyatakan wilayah lautan Indonesia dengan daratan merupakan satu 
kesatuan yang tidak terpisahkan sedangkan Konvensi mengenai Laut 
Teritorial 1958 membatasi jarak 12 mil dari pantai namun bukan merupakan 
satu kesatuan dalam hal wilayah yang dimiliki secara khusus seperti 
Deklarasi Juanda. Konvensi mengenai Perikanan Serta Pelestarian 
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Sumberdaya Hayati Laut Bebas terdiri dari 22 pasal, Konvensi mengenai 
Landas Kontinen terdiri dari 15 pasal dan Konvensi Laut Lepas terdiri dari 37 
pasal31.  
Kehadiran Pemerintah Indonesia dalam berbagai perundingan          
di Konferensi Hukum Laut di Jenewa tahun 1958 dinyatakan dengan tegas 
dalam bagian a pertimbangan UU ini “bahwa konvensi di Jenewa tahun 1958 
mengenai hukum laut (Conference on the Law of the Sea) dimana Republik 
Indonesia ikut serta hadir…”. Dalam penjelasan Undang-undang ini juga 
dinyatakan “Konvensi-konvensi tersebut telah ditandatangani oleh Ketua 
Delegasi Republik Indonesia ke Konvensi yang berlangsung di Jenewa 
tersebut.” Pertimbangan lain untuk meratifikasi ketiga konvensi ini adalah 
“Bahwa terhadap konvensi-konvensi sebagaimana dimaksud dalam sub 1 
sudah sewajarnya Indonesia sebagai negara kepulauan menjadi 
peserta.”. Sedangkan diratifikasinya ketiga konvensi ini melalui undang-
undang dinyatakan secara tegas dalam pertimbangan “bahwa persetujuan 
mengenai ketiga konvensi Jenewa mengenai Hukum Laut itu perlu diatur 
dengan undang-undang.”. Dalam penjelasannya dinyatakan “….Indonesia 
mempunyai kepentingan terhadap segala sesuatu yang mempunyai segi 
hukum laut. 
Menurut hukum ketatanegaraan indonesia, persetujuan atas ketiga 
konvensi termaksud berdasarkan pasal 11 Undang-undang Dasar, 
memerlukan persetujuan dengan undang-undang ”Berkaitan dengan upaya 
kegiatan pelayaran di laut khususnya penetapan jalur pelayaran di laut, pada 
tahun 1966 telah ditandatangani Konvensi Internasional mengenai Jalur 
                                                             
31 Media Online, Peranan Deklarasi Stokclom Dalam perkembangan Hukum Lingkungan Moderen 
diakses dari http://tirtarimba.blogspot.com/2012/05/peranan-deklarasi-stockholm-dalam.html  
[27 oktober 2014] 
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Pelayaran (International Convention on Load Lines 1966).  Oleh Pemerintah 
Indonesia konvensi ini telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 
47/1976 tertanggal 2 November 1976. Konvensi ini merupakan 
hasil Conference on Load Lines. Hal ini dinyatakan dalam pertimbangan 
Keputusan Presiden sebagai berikut “bahwa pada tanggal 3 Maret sampai 
dengan tanggal 5 April 1966, atas prakarsa Intergovernmental Maritime 
Consultative Organization, di London telah diselenggarakan International 
Conference on Load Lines yang menghasilkan International Convention on 
Load Lines 1966. 
 
2.6.2. Declaration of the United Nations Conference on the Human 
Envoronment, Stockhlom 1972 
 
Mengenai masalah lingkungan hidup dari wakil Swedia mengajukan 
saran untuk menyelenggarakan suatu konfrensi internasional tentang 
lingkungan hidup  yang pada akhirnya disepakati pada tanggal 5-16 Juni 1972 
diadakan konfrensi PBB di Stockholm - Swedia. Dengan dikeluarkan deklarasi 
tentang penanganan lingkungan hidup. Deklarasi Stockholm merupakan 
suatu legitimasi dasar (basic legetimation) penanganan hukum bagi negara-
negara yang berkumpul di stockholm. 
Walaupun demikian, Deklarasi Stockholm mengilhami negara-negara 
di dunia akan pentingnya lingkungan hidup masa depan32. Oleh Karena itu 
telah disadari bahwa, masalah lingkungan hidup sangat menentukan 
kelangsungan hidup makhluk Tuhan, termasuk manusia. Antara makhluk dan 
ekologinya saling mempengaruhi dan mempunyai ketergantungan antara satu 
                                                             
32 Daud Silalahi, dalam buku Hukum Lingkungan : Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan 
Indonesia, Edisi Revisi, Cetakan Ketiga, Alumni, Bandung, 2001 Hal: 254. 
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dengan yang lainnya. Manusia memerlukan lingkungan hidup yang sehat, 
nyaman, baik udara, tumbuh-tumbuhan, air maupun binatang.  
Deklarasi Stockholm telah merefleksi konsep tentang pembangunan 
berwawasan lingkungan. Konsep ini bukan saja mengajak seluruh negara dan 
penduduk bumi untuk meningkatkan kepedulian terhadap ancaman 
kerusakan lingkungan, tetapi juga melihat adanya kesejajaran antara 
pembangunan dan pengelolaan lingkungan hidup dan bukan sesuatu yang 
harus dipertentangkan antara satu dengan yang lain.33 
 
2.6.3. UNCLOS (United Nations Convetion on the Law of the Sea) 1982 
Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut United 
Nations Convention on the Law of the Sea) disingkat (UNCLOS), juga disebut 
Konvensi Hukum Laut atau Hukum perjanjian Laut, adalah perjanjian 
internasional yang dihasilkan dari Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa 
tentang Hukum Laut yang ketiga (UNCLOS III ) yang berlangsung dari tahun 
1973 sampai dengan tahun 1982. Konvensi Hukum Laut ini mendefinisikan 
hak dan tanggung jawab negara dalam penggunaan lautan di dunia serta 
menetapkan pedoman untuk bisnis, lingkungan, dan pengelolaan sumber 
daya alam laut. Konvensi kesimpulkan pada tahun 1982, menggantikan 
perjanjian internasional mengenai laut tahun 1958. UNCLOS diberlakukan 
pada tahun 1994, setahun setelah Guyana menjadi negara ke 60 untuk 
                                                             
33  Soejono, Peranan perkembangan Hukum Lingkunagn 1996 ;hal 3. 
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menandatangani perjanjian Untuk saat ini telah 158 negara dan Masyarakat 
Eropa telah bergabung dalam Konvensi34 termaksud Indonesia. 
UNCLOS 1982 merupakan konvensi internasional yang mengatur 
hak (right) dan kewajiban (obligation) berbagai negara di dalam melakukan 
berbagai aktivitas di berbagai zona laut. Indonesia telah meratifikasi konvensi 
internasional ini melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang 
Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea. Beberapa 
ketentuan UNCLOS, 1982 terkait pengawasan sumberdaya perikanan adalah 
sebagai berikut: 
1. Pasal 61 ayat (2) mengatur negara pantai (coastal state) harus 
melakukan konservasi dan pengelolaan sumberdaya hayati di 
zona ekonomi eksklusif agar tidak rusak karena pemanfaatan yang 
berlebihan. 
2. Pasal 62 ayat (4) menyatakan warganegara lain yang menangkap 
ikan di zona ekonomi eksklusif harus mematuhi tindakan 
konservasi, ketentuan dan persyaratan lainnya yang ditetapkan 
dalam peraturan perundang-undangan negara pantai. 
3. Pasal 63 ayat (2) mengamanatkan di mana persediaan ikan yang 
sama atau persediaan jenis ikan yang termasuk dalam jenis yang 
sama yang terdapat baik dalam zona ekonomi eksklusif maupun di 
luar daerah dan yang berbatasan dengan zona tersebut, maka 
negara pantai dan negara yang menangkap persedian jenis ikan 
demikian di daerah yang berdekatan harus berusaha baik secara 
                                                             
34
 Wilkipedia, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Hukum Laut, diakses dari 
http://id.wikipedia.org/wiki/Konvensi_Perserikatan_Bangsa-Bangsa_tentang_Hukum_Laut  
[27 Oktober 2014] 
33 
 
langsung atau melalui organisasi sub-regional atau regional yang 
bersangkutan untuk mencapai kesepakatan mengenai tindakan 
yang diperlukan untuk konservasi persediaan jenis ikan di daerah 
yang berdekatan tersebut. 
4. Pasal 64 ayat (1) menentukan negara pantai dan negara lain yang 
warganegaranya melakukan penangkapan ikan di kawasan untuk 
jenis ikan yang berimigrasi jauh, harus bekerja sama secara 
langsung atau melalui organisasi internasional yang terkait dengan 
tujuan untuk menjamin konservasi dan meningkatkan tujuan 
pemanfaatan optimal jenis ikan demikian di seluruh kawasan, baik 
di dalam maupun di luar zona ekonomi eksklusif. 
5. Pasal 73 ayat (1) menyatakan negara pantai dalam melaksanakan 
hak berdaulatnya untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, 
konservasi dan pengelolaan sumberdaya hayati di zona ekonomi 
eksklusif dapat mengambil tindakan, termasuk menaiki kapal, 
inspeksi, menangkap dan melakukan proses peradilan, 
sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaatinya peraturan 
perundang-undangan yang ditetapkannya sesuai dengan 
ketentuan konvensi ini 
6. Pasal 94 ayat (1) mengatur kewajiban negara bendera harus 
melaksanakan secara efektif yurisdiksi dan pengawasannya dalam 
bidang administratif, teknis dan sosial atas kapal yang 
mengibarkan benderanya. 
7. Pasal 117 menyatakan semua negara termasuk negara pantai 
mempunyai kewajiban untuk mengambil tindakan atau kerjasama 
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dengan negara lain dalam mengambil tindakan demikian berkaitan 
dengan warganegara masing-masing yang dianggap perlu untuk 
konservasi sumberdaya hayati di laut lepas. 
8. Pasal 118 mengatur negara-negara harus melakukan kerjasama 
satu dengan lainnya dalam konservasi dan pengelolaan 
sumberdaya hayati di laut lepas. Negara-negara yang 
warganegaranya melakukan eksploitasi sumberdaya hayati yang 
sama atau sumber daya hayati yang berlainan di wilayah yang 
sama, harus mengadakan perundingan dengan tujuan untuk 
mengambil tindakan yang diperlukan untuk konservasi 
sumberdaya hayati yang bersangkutan. Mereka harus menuntut 
kebutuhan, bekerja sama untuk menetapkan organisasi perikanan 
sub-regional atau regional untuk kebutuhan ini. 
9. Pasal 218 menentukan apabila suatu kenderaan air secara 
sukarela berada di suatu pelabuhan atau berada pada suatu 
terminal lepas pantai suatu negara, maka negara pelabuhan              
(port states) tersebut dapat mengadakan inspeksi. Jika terdapat 
bukti-bukti yang cukup kuat, mengadakan penuntutan berkenaan 
dengan setiap pelepasan dari kenderaan air tersebut di luar 
perairan pedalaman, laut teritorial atau zona ekonomi eksklusif dari 
negara yang melanggar ketentuan-ketentuan dan standar-standar 
internasional yang berlaku dan ditentukan melalui organisasi-





2.6.4. Code Of conduct for Responsible Fisheries 1995 (CCRF) 
CCRF ditetapkan oleh FAO melalui suatu konferensi yang diadakan 
pada tanggal 31 Oktober 1995. Diharapkan CCRF akan menjadi pedoman 
bagi negara-negara anggota, konunitas nelayan, organisasi internasional 
dan yang terlibat dengan perikanan dalam menetapkan kebijaksanaan atau 
hasil dan pemasaran sumber daya alam dalam perikanan. 
Kode perikanan yang bertanggung jawab ini dilatarbelakangi oleh 
pemanfaatan sumberdaya perikanan yang berlebihan (over fishing) dan 
kehancuran ekosistem di laut lepas dan perairan jurisidiksi negara pantai 
akibat kegiatan-kegiatan perikanan yang tidak bertanggung jawab. Kegiatan 
ini mengancam kelestarian sumberdaya perikanan yang berkelanjutan 
(sustainable). FAO CCRF, 1995 merupakan instrumen hukum internasional 
yang bersifat sukarela (voluntary instrument). Indonesia telah mengadopsi 
ketentuan-ketentuan CCRF dalam peraturan perundang-undangan dalam 
bidang perikanan.  
Beberapa ketentuan FAO CCRF, 1995 terkait dengan pengawasan 
sumberdaya perikanan adalah sebagai berikut: 
1.  Mengamanatkan semua negara harus memastikan bahwa hanya 
operasi penangkapan yang diijinkan oleh mereka dilaksanakan di 
dalam perairan di bawah jurisdiksi mereka dan operasi tersebut 
dilakukan dalam cara yang bertanggung jawab. 
2. Menyatakan bahwa negara-negara harus, sesuai dengan hukum 
internasional, dalam kerangka kerja organisasi atau kerjasama 
pengelolaan perikanan regional, bekerjasama untuk membentuk 
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sistem untuk pemantauan (monitoring), pengendalian (control), 
dan pengawasan (surveillance) dan penegakan (enforcement) 
langkah yang berlaku terkait dengan operasi penangkapan ikan 
dan aktivitas yang berkaitan di perairan di luar jurisdiksi nasional 
mereka. 
3. Mengatur agar negara bendera harus mengambil langkah 
penegakan terhadap kapal penangkap ikan yang ditentukan 
mengibarkan bendera mereka yang telah ditemukan melakukan 
tindakan yang berlawanan dengan langkah konservasi dan 
pengelolaan yang berlaku, jika perlu termasuk menganggap 
ketidakpatuhan tersebut sebagai suatu pelanggaran menurut 
peraturan perundang-undangan nasional. 
4. Mengamanatkan negara pantai harus mengambil, melalui 
prosedur Yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan 
nasional mereka, sesuai dengan hukum internasional, termasuk 
perjanjian atau kerjasama internasional yang berlaku, langkah 
demikian ketika perlu untuk mencapai dan membantu negara lain 
di dalam mencapai tujuan kode ini, dan harus memberitahu negara 
lain perincian regulasi dan langkah yang telah mereka tentukan 
untuk tujuan ini. Ketika mengambil langkah demikian negara 
pelabuhan harus tidak diskriminasi dalam prosedur atau tindakan 
terhadap kapal-kapal negara lain. 
5. Menyatakan bahwa negara pelabuhan harus menyediakan 
bantuan kepada negara bendera jika perlu, sesuai dengan hukum 
nasional negara pelabuhan dan hukum internasional, ketika kapal 
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penangkap ikan sukarela di pelabuhan atau di terminal lepas 
pantai negara pelabuhan dan negara bendera kapal tersebut 
meminta bantuan negara pelabuhan terkait ketidakpatuhan pada 
langkah konservasi dan pengelolaan subregional, regional atau 
global atau dengan standar minimum yang disetujui secara 
internasional untuk pencegahan, dari pencemaran dan untuk 
keselamatan, kesehatan serta kondisi kerja di atas kapal 
penangkap ikan. 
6. Menentukan negara harus memastikan perdagangan ikan dan 
produk perikanan internasional dan domestik sesuai dengan 
praktek konservasi dan pengelolaan yang layak melalui 
peningkatan identifikasi asal ikan dan produk perikanan yang 
diperdagangkan. 
 
2.6.5. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) 
 
Konvensi Hukum Laut 1982 telah mengatur perikanan atau 
penangkapan ikan di zona ekonomi eksklusif yaitu diatur oleh ketentuan 
pasal 56 yang menyatakan bahwa setiap negara mempunyai hak berdaulat 
(sovereign rights) untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan 
mengelola sumber daya alam baik sumber daya alam hayati                            
(living resources) maupun non hayati (non-living resources). Sumber daya 
alam hayati inilah perikanan yang mempunyai peranan penting dalam 
pembangunan ekonomi bangsa karena sebagai lapangan kerja bagi 
masyarakat dan juga mendatangkan devisa negara dengan adanya ekspor 
ikan keluar negeri.  
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Pasal 61 ayat (1) Konvensi Hukum Laut 1982 menyatakan bahwa 
negara pantai harus menetukan jumlah tangkapan sumber hayati yang 
dapat diperbolehkan (allowable catch of living resouces) di zona ekonomi 
eksklusif, sedangkan ayat (2) mengigatkan negara pantai untuk 
memperhatikan bukti ilmiah terbaik (the best scientific evidence) guna 
menjamin konservasi dan pengelolaan yang tepat, sehingga sumber daya 
hati di zona ekonomi eksklusif tidak dieksploitasi berlebihan                          
(over-exploitation). Konservasi dan pengelolaan tersebut dimaksudkan 
untuk memanfaatkannya pada tingkat hasil maksimum berkelanjutan bagi 
ekonomi masyarakat nelayan dan negara berkembang dimana negara 
pantai harus memperhatikan pola penangkapan ikan, persediaan ikan, dan 
bekerjasama dengan organisasi internasional baik subregional, regional, 
atau global.  Negara pantai harus memperhatikan jenis-jenis ikan yang 
boleh ditangkap, mempunyai informasi ilmiah, statistika penagkapan, usaha 
perikanan, kerja sama internasional yang maksudnya adalah untuk 
konservasi perikanan.  
Pasal 62 Konvensi Hukum Laut 1982 mengatur pemanfaatan 
sumber hayati di zona ekonomi eksklusif yaitu bahwa negara pantai harus 
menggalakan tujuan pemanfaatan yang optimal sumber kekayaan hayati, 
yaitu berupa penangkapan ikan yang dibolehkan. Negara pantai harus 
menetapkan kemampuannya untuk melakukan penangkapan ikan di ZEE, 
dan apabila tidak memiliki kemampuan untuk menangkap ikan seluruh 
jumlah yang dibolehkan, maka negara pantai terssebut dapat memberikan 
izin kepada negara lain utnuk melakukan penangkapan ikan dari sisa yang 
dibolehkan sesuai dengan perjanjian dan peraturan perundang-undangan 
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yang berlaku. Negara pantai harus mempertimbangkan semua faktor 
berkenaan dengan izin penangkapan ikan yang diberikan kepada negara 
lain, seperti pemberian izin yang ketat, pembayaran atau kompensasi atas 
izin penangkapan ikan tersebut, penangkapan ikan yang dibolehkan, jumlah 
penangkapan yang dibolehkan, pengaturan musim penangkapan, ukuran 
dan jumlah alat penangkapan / kapal ikan, pengawasan, pemeriksaan 
jumlah penangkapan penangkapan, dan prosedur penegakan hukumnya 
apabila terjadi pelanggaran izin tersebut.  
Wilayah perekonomian yang merupakan zona laut dengan 
kewenangan sebatas dibidang perekonomian saja masing-masing 
memberikan kemudahan lain sepanjang berkaitan dengan lintas damai. 
Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sebagai perkembangan dalam pengaturan 
masalah kelautan yang erat kaitannya dengan pembudidayaan dan 
pengawasan sumber daya alam hayati dan non hayati.  
Lahirnya UU No 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif 
Indonesia merupakan realisasi juridis perluasan wilayah laut utamanya yang 
menyangkut keadaan ekonomi dalam pengelolaan, pengawasan dan 
pelestariannya, sehingga upaya untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa 
dengan caa memanfaatkan sumber daya alam laut dapat dilaksanakan 
dengan sebaik-baiknya35.  
ZEEI yang pengaturannya tertuang dalam UU No 5 Tahun 1983, 
sebagai tindak lanjut atas peluang yang diberikan oleh konvensi 1982 
dimana rejim hukum laut dan hukum negara kepulauan yang telah 
mendapatkan pengakuan secara internasional. Rezim hukum internasional 
                                                             
35  Lihat UU No 5 Tahun1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia 
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tentang ZEEI yang telah dikembangkan oleh masyarakat internasional 
dimaksudkan untuk : 
1. Melindungi negara pantai dari bahaya kemungkinan dihabiskanya 
sumber daya alam hayati didekat pantainya oleh kegiatan negara-
negara lain dalam mengelola perikanan berdasarkan rejim laut 
bebas. Dengan bantuan bahwa sumber daya alam hayati selain 
tidak mengenal batas wilayah juga akan dapat pulih kembali, 
namun tidak menutup kemungkinan habisnya sumber tersebut 
apabila tidak memperhatikan jummlah tangkapan dan frekuensi  
2. Melindungi kepentingan negara pantai dibidang pelestarian 
lingkungan laut serta penelitian ilmiah kelautan dengan uapaya 
memanfaatkan sumber daya alam di zona tersebut.  
Pengaruh zona ekonomi eksklusif sampai jarak maksimum yang 
ditetapkan dalam konvensi hukum laut, bukan meninggalkan kepentingan 
negara-negara lain untuk memakai fasilitas lautan, namun tetap memberikan 
hak-hak yang sama dalam pembudidayaan laut, sehingga baik negara 
berpantai maupun negara tidak berpantai dapat menikmati kekayaan laut dan 
tidak saling dirugikan.  
Penetapan universal wilayah ZEE seluas 200 mil akan memberikan 
setidaknya 36% dari seluruh total area laut. Walaupun ini porsi yang relatif 
kecil, didalam area 200 mil yang diberikan menampilkan sekitar 90% dari 
seluruh simpanan ikan komersial, 87% dari simpanan minyak dunia, dan 10% 
41 
 
simpanan mangan36.Lebih jauh, sebuah porsi besar dari penelitian scientific 
kelautan mengambil tempat  di jarak 200 mil dari pantai, dan hampir seluruh 
dari rute utama perkapalan didunia melalui ZEE negara pantai lain untuk 
mencapai tujuannya37. 
2.6.5.1. Hak berdaulat, kewajiban yurisdiksi dan hak-hak lain di 
Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia38. 
   Melihat begitu banyaknya aktifitas di zona ZEE, keberadaan rezim 
legal dari ZEE dalam Konvensi Hukum Laut sangat penting adanya, Hal ini   
di atur dalam Bab III pasal 4 UU no.5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi 
Eksklusif Indonesia yang menyebutkan bahwa : 
1. Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Republik Indonesia 
mempunyai dan melaksanakan : 
a. Hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, 
pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati dan non 
hayati dari dasar laut dan tanah di bawahnya serta air               
di atasnya dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan 
eksploitasi ekonomis zona tersebut, seperti pembangkitan 
tenaga dari air, arus dan angin; 
 
                                                             
36
 Kementrian Kelautan dan Perikanan dalam Siaran Pers Keaneka Ragaman hayati Laut Indonesia 
Terbesar di dunia tentang potensi perikanan dilaut Indonesia diakses dari 
http://kkp.go.id/index.php/arsip/c/9822/KEANEKARAGAMAN-HAYATI-LAUT-INDONESIA-
TERBESAR-DI-DUNIA/?category_id [27 Oktober 2014] 
37 Media Online, Perikanan skala kecil kita saat ini (3): Mensejahterakan nelayan, bukan 
memperkaya.diakses dari http://lautkita..com/2011/03/perikanan-skala-kecil-kita-saat-ini-3.html [27 
Oktober 2014]. 
38 Boer mauna, hukum internasional, pengertian, peranan dan fungsi dalam era dinamika global, edisi  




b. Yurisdiksi yang berhubungan dengan :  
1. pembuatan dan penggunaan pulau-pulau buatan, instalasi-
instalasi dan bangunan-bangunan lainnya 
2. penelitian ilmiah mengenai kelautan; 
3. perlindungan dan pelestarian lingkungan taut; 
c. Hak-hak lain dan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan 
Konvensi Hukum Laut yang berlaku. 
2. Sepanjang yang bertalian dengan dasar laut dan tanah di 
bawahnya, hak berdaulat, hakhak lain, yurisdiksi dan kewajiban-
kewajiban Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan Landas 
Kontinen Indonesia, persetujuan-persetujuan antara Republik 
Indonesia dengan negara-negara tetangga dan ketentuan-
ketentuan hukum internasional yang berlaku. 
3. Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, kebebasan pelayaran dan 
penerbangan    internasional serta kebebasan pemasangan kabel 
dan pipa bawah laut diakui sesuai dengan prinsip-prinsip hukum 
laut internasional yang berlaku.  
    Hak berdaulat Indonesia yang dimaksud oleh undang-undang ini 
tidak sama atau tidak dapat disamakan dengan kedaulatan penuh yang 
dimiliki dan dilaksanakan oleh Indonesia atas laut wilayah, perairan nusantara 
dan perairan pedalaman Indonesia. Berdasarkan hal tersebut diatas maka 
sanksi-sanksi yang diancam di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia berbeda 
dengan sanksi-sanksi yang diancam diperairan yang berada dibawah 
kedaulatan Republik Indonesia tersebut. 
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   Hak-hak lain berdasarkan hukum internasional adalah hak Republik 
Indonesia untuk melaksanakan penegakan hukum dan hot pursuit terhadap 
kapal-kapal asing yang melakukan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan 
peraturan perundang-undangan Indonesia mengenai zona ekonomi eksklusif. 
Kewajiban lainnya berdasarkan hukum internasional adalah kewajiban 
Republik Indonesia untuk menghormati hak-hak negara lain, misalnya 
kebebasan pelayaran dan penerbangan (freedom of navigation and overflight) 
dan kebebasan pemasangan kabel-kabel dan pipa-pipa bawah laut (freedom 
of the laying of submarine cables and pipelines). 
   Pada ayat dua menentukan, bahwa sepanjang menyangkut sumber 
daya alam hayati dan non hayati di dasar laut dan tanah di bawahnya yang 
terletak di dalam batas-batas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia hak 
berdaulat Indonesia dilaksanakan dan diatur berdasarkan peraturan 
perundang-undangan Indonesia yang berlaku di bidang landas kontinen serta 
persetujuan  internasional tentang landas kontinen yang menentukan batas-
batas landas kontinen antara Indonesia dengan negara-negara tetangga yang 
pantainya saling berhadapan atau saling berdampingan dengan Indonesia. 
   Sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku 
seperti yang tumbuh dari praktek negara dan dituangkan dalam Konvensi 
Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hukum Laut yang dihasilkan oleh 
Konverensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hukum Laut Ketiga di zona 
ekonomi eksklusif setiap negara, baik negara pantai maupun negara tak 
berpantai, menikmati kebebasan pelayaran dan penerbangan internasional 
serta kebebasan pemasangan kabel dan pipa bawah laut, serta penggunaan 
laut yang bertalian dengan kebebasan-kebebasan tersebut seperti 
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pengoperasian kapal-kapal, pesawat udara dan pemeliharaan kabel dan pipa 
bawah laut. 
 
2.6.5.2. Kegiatan-kegiatan di zona ekonomi eksklusif Indonesia 
 
   Masalah kegiatan-kegiatan ini diatur di dalam pasal 5 UU No.5 
tahun 1983 tentang zona  ekonomi eksklusif Indonesia. Kegiatan untuk 
eksplorasi dan/atau eksploitasi sumber daya alam atau kegiatan-kegiatan 
lainnya untuk eksplorasi dan/atau eksploitasi ekonomis seperti pembangkitan 
tenaga dari air, arus dan angin di zona ekonomi eksklusif Indonesia yang 
dilakukan oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia harus 
berdasarkan izin dari Pemerintah Republik Indonesia sedangkan kegiatan-
kegiatan tersebut di atas yang dilakukan oleh negara asing, orang atau badan 
hukum asing harus berdasarkan persetujuan internasional antara Pemerintah 
Republik Indonesia dengan negara asing yang bersangkutan.39 
   Dalam syarat-syarat perjanjian atau persetujuan internasional 
dicantumkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi oleh 
mereka yang melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di zona tersebut, 
antara lain kewajiban untuk membayar pungutan kepada Pemerintah 
Republik Indonesia. Sumber daya alam hayati pada dasarnya memiliki daya 
pulih kembali, namun tidak berarti tak terbatas. Dengan adanya sifat-sifat 
yang demikian, maka dalam melaksanakan pengelolaan dan konservasi 
sumber daya alam hayati, Pemerintah Republik Indonesia menetapkan 
tingkat pemanfaatan baik di sebagian atau keseluruhan daerah di Zona 
Ekonomi Eksklusif Indonesi.  
                                                             
39 Ibid 20 
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   Dalam hal usaha perikanan Indonesia belum dapat sepenuhnya 
memanfaatkan seluruh jumlah tangkapan yang diperbolehkan tersebut, maka 
selisih antara jumlah tangkapan yang diperbolehkan dan jumlah kemampuan 
tangkap (capacity to harvest) Indonesia, boleh dimanfaatkan oleh negara lain 
dengan izin Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan persetujuan 
internasional. Misalnya jumlah tangkapan yang diperbolehkan ada 1.000 
(seribu) ton sedangkan jumlah kemampuan tangkap Indonesia baru mencapai 
600 (enam ratus) ton maka negara lain boleh ikut memanfaatkan dari sisa 
400 (empat ratus) ton tersebut dengan izin Pemerintah Republik Indonesia 
berdasarkan persetujuan internasional. 
2.6.5.3. Batas luar dan  Lebarnya Zona Ekonomi Eksklusif 
   Angka yang dikemukakan mengenai lebarnya zona ekonomi 
eksklusif adalah 200 mil atau 370,4 km. kelihatannya angka ini tidak 
menimbulkan kesukaran dan dapat diterima oleh negara-negara berkembang 
dan negara-negara maju.semenjak dikemukakannya gagasan zona ekonomi, 
angka 200 mil dari garis pangkal sudah menjadi pegangan sekiranya lebar 
laut wilayah 12 mil sudah diterima, seperti kenyataannya sekarang ini. 
Sebagaimana telah dikemukakan hak-hak negara pantai atas kedua laut 
tersebut berbeda yaitu kedaulatan penuh atas laut wilayah (teritorial) dan hak-
hak berdaulat atas zona ekonomi untuk tujuan eksploitasi sumber kekayaan 
yang terdapat di daerah laut tersebut.  
 
   Batas dalam ZEE adalah batas luar dari laut territorial. Zona batas 
luas tidak boleh melebihi 200 mil dari garis dasar dimana luas pantai territorial 
telah ditentukan. Kata-kata dalam ketentuan ini menyarankan bahwa 200 mil 
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adalah batas maksimum dari ZEE, sehingga jika ada suatu negara pantai 
yang menginginkan wilayahnya ZEE-nya kurang dari itu, negara itu dapat 
mengajukannya. Di banyak daerah tentu saja negara-negara pantai tidak 
akan memilih mengurangi wilayah ZEEnya kurang dari 200 mil. Kemudian 
timbul pertanyaan mengapa luas 200 mil menjadi pilihan maksimum untuk 
ZEE. Alasannya adalah berdasarkan sejarah dan politik : 200 mil tidak 
memiliki geografi umum, ekologis dan biologis nyata. Pada awal UNCLOS 
zona yang paling banyak di klaim oleh negara pantai adalah 200 mil, diklaim 
negara-negara Amerika latin dan Afrika. Lalu untuk mempermudah 
persetujuan penentuan batas luar ZEE maka dipilihlah figur yang paling 
banyak mewakili klaim yang telah ada. Menurut Prof. Hollick, figure 200 mil 
dipilih karena suatu ketidaksengajaan, dimulai oleh negara Chili. Awalnya 
negara Chili mengaku termotifasi pada keinginan untuk melindungi operasi 
paus lepas pantainya. Industri paus hanya menginginkan zona seluas 50 mil, 
tapi disarankan bahwa sebuah contoh diperlukan. Dan contoh yang paling 
menjanjikan muncul dalam perlindungan zona adalah diadopsi dari Deklarasi 





2.6.5.4. Pengaturan Pemanfaatan Sumber Daya Ikan Di Zona 
Ekonomi Eksklusif  
Negara Pantai yang memiliki ZEE tidak boleh menguras habis isi 
ZEE nya, negara pantai harus menfaatkannya secara rasional. Oleh karena 
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itu, negara pantai harus menetapkan jumlah maksimum tangkapan yang 
diperbolehkan dan menentukan kemampuan tangkapnya. Hal ini disebabkan 
ketentuan untuk menentukan berapa surplus yang harus dibagi dengan 
negara lain. Negar pantai harus menjamin tidak melakukan eksploitasi 
sumber daya ikan secara berlebihan dan harus tetap dijaga maksimum 
lestarinya. Dengan kata lain, negara pantai harus melakukan konservasi.  
Konsep konservasi dan pemanfaatanya secara rasional sumber daya 
ikan di ZEE yang berkaitan dengan penetapan jumlah maksimum tangakapan 
diperbolehkan, penentuan kemampuan tangkap dan akses serta surplus 
sumber daya ikan bagi negara lain merupakan dasar dari pengaturan 
penangkapan ikan oleh negara lain di ZEE negara pantai. Kedua konsep 
diatas merupakan pedoman bagi negara-negara dalam mengatur masalah 
partisipasi perikanan negara lain di ZEE negara pantai. Untuk itu, diperlukan 
memahami ruang lingkup kedua konsep tersebut diatas dalam kaitan dengan 
partisipasi dengan lain dalam pemanfaatannya sumber perikanan dari ZEE 
negara pantai.  
Upaya konservasi dan pemanfaatan secara rasional dimaksudkan 
untuk memelihara atau mengambil populasi dari spesies yang ditangkap pada 
tingkat yang dapat menghasilkan maximum sustainable yield atau maksimum 
lestarinya. Pasal 61 ayat (2) KHL III 1982 menyatakan “negara pantai dengan 
memperhatikan bukti ilmiah terbaik yang tersedia baginya harus menjamin 
dengan mengadakan tindakan konservasi dan pengelolaan yang tepat 
sehingga pemeliharaan sumber daya hayati di ZEE tidak dibahayakan oleh 
eksploitasi yang berlebihan,,,”. Konservasi dan pengelolaan yang tepat 
dipahami sebagai tindakan yang seharusnya dilakukan dalam konteks 
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masalah perikanan yaitu sesuai dengan prinsip-prinsip lingkungan yang benar 
dan konsisten dengan hukum internasional. Oleh karena itu tidaklah 
mengherankan bila masing-masing negara pantai punya kebijakan berbeda-
beda dalam menetapkan apa yang dimaksud dengan konservasi dan 
pengelolaan yang tepat.  
Pasal 62 ayat (4) KHL III 1982 berisi tentang berbagai persyaratan 
konservasi dan ketentuan-ketentuan lain yang dapat dibuat oleh negara 
pantai bagi negara lain yang memanfaatkan ZEE negara pantai. Peraturan 
perundang-undangan negara pantai tersebut harus sesuai dengan ketentuan 
KHL III 1982, yang meliputi antara lain : 
a. Pemberian izin kepada nelayan, kapal penangkap ikan dan 
peralatannya, termaksud pembayaran bead an pungutan bentuk 
lain, yang dalam hal negara berkembang (developing coastal 
states) dapat berupa kompensasi yang layak dibidang 
pembiayaann peralatan dan teknologi yang bertalian dengan 
industri perikanan. 
b. Penetan jenis ikan yang boleh ditangkap dan menentukan kouta-
kuota penangkapan, baik yang berkaitan dengan persedian jenis 
ikan atau kelompok persedian jenis ikan suatu jangka waktu 
tertentu atau jumlah yang dapat ditangkap oleh warga negara lain 
selama jangka waktu tertentu. 
c. Pengatran musim dan daerah penagkapan serta macam, ukuran 
dan jumlah kapal 
d. Penentuan umur dan ukuran ikan serta jenis yang boleh ditangkap 
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e. Perincian keterangakn yang diperlukan dari kapal penagkap ikan, 
termaksud statistic penagkapan dan usaha penagkapan serta 
laporan tentang posisi kapal. 
f. Persyaratan tentang dilangsungkannya dengan program riset 
perikanan tertentu dibawah penguasaan dan pengawasan negara 
pantai, pengaturan lebih jauh tentang pelaksanaan riset tersebut 
termaksud pengambilan contoh penagkapan, disposisi dan 
pelaporan data ilmiah. 
g. Penempatan tenaga trainer pada kapal penagkapan ikan tersebut 
oleh negara pantai 
h. Pengaturan tentang persyaratan berkenaan dengan usaha 
patungan atau ketentuan kerjasama lainnya. 
i. Pengaturan tentang persyararatan latihan  personal dan pengalihan 
teknologi perikanan, termaksud peningkatan kemapuan negara 
pantai untuk melakukan riset perikanan 
j. Prosedur untuk melakukukan penegakan keamanan di ZEE. 
  Disamping itu negara pantai diwajibkan melakukan pemberintahuan 
sebagaimana mestinya mengenai pengaturan konservasi dan pengelolaan. 
Masalah over exploitation  sendiri tidak dilarang oleh pasal 61 (2) KHL III 
1982, kecuali apabila hal tersebut membahayakan pemeliharaan sumber 
daya hayati di ZEE. Pasal tersebut juga tidak menjelaskan secara spesifik unit 
yang harus dijaga keberadaanya (stok, jenis-jenisnya atau biomas) maupun 
level yang tepat bagi pemulihan stock yang dipelihara. Akan tetapi pasal 61 
(2) KHL III 1982 diperjelas oleh pasal  61 (3) KHL 1982, bahwa yang 
dimaksud dengan konservasi dan pengelolaan yang tepat adalah tindakan 
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yang bertujuan untuk meleihara atau memulihakn atau jenis yang dapat 
dimanfaatakan pada tingkat yang dapat menjamin hasil maksimum yang 
lestari.  
Secara singkat tujuan konservasi perikanan dari ketentuan pasal 61 
konvensi 1982 adalah : 
1. Menetapkan jumlah tangkapan yang diperbolehkan                        
(total allowable catch ) 
2. Pemeliharaan sumber daya alam hayati di ZEE 
3. Populasi dari spesies yang ditangkap dipelihara sedemikian 
rupa atau dikembalikan pada tingkat yang dapat menghasilkan 
Maximum Sustainable Yield 
Dengan demikian hak berdaulat negara pantai atas sumber daya alam 
hayaitu di ZEE diimbangi oleh kewajiban negara pantai untuk melakukan 
upaya konservasi. Akses tidak diperbolehkan negara lain secara otomatis, 
tetapi tergantung dari perjanjian atau suatu penngaturan yang dapat 
dilakukan antara negara pantai dengan negara ketiga, hal tersebut 
pengaturannya diuraikan secara terperinci oleh pasal 62 mulai ayat (3) 
samapai ayat (5) KHL III 1982.  
Ketentuan-ketentuan konvensi 1982 ini dapat digolongkan ke dalam 
ketentuan-ketentua yang dipandang sebagai pedoman belaka bagi negara-
negara tetang bagaimana melaksanakan kewajiban pemanfaatan secara 
optimum dan rasional sumber daya ikan pada ZEE. Dengan demikian 
diharapkan dapat dicapai suatu poduksi maksimum dari protein hewani yang 
berasal dari laut dan mencegah tidak dimanfaatkannya sumber perikanan.  
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Berkaiatan dengan hal tersebut diatas, dapat disimpulakn bahwa hak 
berdaulat negara pantai atas sumber perikana di ZEE, merupakan hak 
berdaulat untuk menetapkan kebijaksanaan untuk pengembangan dan 
pemanfaatanya sumber perikana negara pantai, haruslah dikaitkan dengan 
kewajiban negara pantai untuk melaksanakan konservasi dan pemanfaatan 
secara optimum dan rasional sumber perikana. Negara pantai dapat 
memberikan akses peikana kepada pihak asing bila hal tersebut sesuai 
dengan kebijakan perikanan negara pantai yang ditetapkan berdasarkan 
kepentingan perekonomian negara tersebut dengan kewajiban melakukan 
konservasi, manajemen rasional dan pemanfaatan secara optimum sumber 
perikanan. 
 
2.6.6. Intergovernmental Maritime Consultative Organization (IMCO) 
Indonesia sebagai salah satu anggota dari IMCO (Intergovernmental 
Maritime Consultative Organization)  yang sekarang dikenal dengan IMO 
(International Maritime Organization) tidak keberatan untuk menandatangani 
dan meratifikasi konvensi ini. Ratifikasi atas konvensi ini juga memperhatikan 
Konvensi Mengenai Keselamatan di Laut (Convention for the Safety Life at 
the Sea/SOLAS) 1960 yang telah diratifikasi. Hal ini dinyatakan dalam 
Keputusan Presiden sebagai berikut “Memperhatikan : 2. Keputusan Presiden 
Republik Indonesia Nomor 203 Tahun 1966.” 
 
Pada tahun 1974, Konvensi Mengenai Keselamatan di Laut atau 
dikenal dengan SOLAS Convention 1960 diperbaharui dan diganti. Delegasi 
Indonesia dalam proses perundingan konvensi ini hadir dan turut 
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menandatangani SOLAS Convention 1974. Hal ini dinyatakan secara tegas 
dalam Keputusan Presiden No. 65 Tahun 1980 tentang 
Pengesahan International Convention for the Safety of Life at Sea 1974 
“bahwa sebagai pengganti International Convention for the Safety of Life at 
Sea 1960, konferensi internasional tentang keselamatan jiwa di laut 1974 
telah menghasilkan International Convention for the Safety  of Life at Sea 
1974, yang telah ditandatangani oleh  delegasi pemerintah Republik 
Indonesia di London pada tanggal 1 November 1974.”40 
 
2.6.7. Food And Agriculture Organisation  
          Bentuk-Bentuk  Perjanjian FAO  
1. FAO Compliance Agreement, 1993 Perjanjian ini ditujukan kepada negara 
bendera (flag states) dan dilatarbelakangi oleh penurunan stok sumberdaya 
perikanan di laut lepas dan banyaknya kapal perikanan flag of convenience 
(FOC) yang beroperasi di laut lepas untuk melemahkan efektifitas konservasi 
dan pengelolaan perikanan di laut lepas. Perjanjian ini merupakan instrumen 
hukum internasional yang bersifat mengikat (legally binding instrument). 
Indonesia sedang memproses ratifikasi perjanjian ini. Beberapa ketentuan 
perjanjian ini terkait dengan pengawasan sumberdaya perikanan adalah 
sebagai berikut: 
1. Pasal III ayat (1) poin a menyatakan bahwa tanggung jawab negara bendera 
(flag states) untuk mengambil langkah penting untuk menjamin kapal 
penangkap ikan yang ditentukan mengibarkan benderanya tidak terlibat 
                                                             
40  Wordpress, Perjanjian Internasiona dibidang Kelautan diakses dari 
https://ajenghapsari.wordpress.com/category/personal/ [27 Oktober 2014] 
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aktivitas yang melemahkan efektifitas langkah konservasi dan pengelolaan 
internasional. 
2. Pasal III ayat (7) mengatur agar setiap pihak akan menjamin kapal 
penangkap ikan yang ditentukan mengibarkan benderanya akan 
menyediakan informasi tentang operasinya ketika diperlukan untuk 
memampukan pihak tersebut memenuhi kewajibannya di bawah perjanjian 
ini, termasuk informasi khusus terkait dengan area operasi penangkapan 
ikannya, tangkapan dan pendaratannya. 
3.  Pasal III ayat (8) menentukan setiap pihak akan mengambil langkah 
penegakan terkait kapal penangkap ikan yang mengibarkan benderanya yang 
mana bertindak bertentangan dengan ketentuan perjanjian ini, termasuk, 
ketika tepat, melakukan pelanggaran ketentuan demikian di bawah peraturan 
perundang-undangan nasional. Sanksi yang berlaku terkait dengan 
pelanggaran demikian harus memberi efek yang cukup efektif dalam menjaga 
kepatuhan pada kebutuhan perjanjian ini dan membuat efek jera terhadap 
pelanggar yang memperoleh keuntungan dari aktivitas illegal mereka. 
4. Pasal V ayat (1) menyatakan semua pihak harus bekerjasama ketika perlu di 
dalam implementasi perjanjian ini, dan akan, secara khusus, bertukar 
informasi, termasuk materi bukti, sehubungan dengan aktivitas kapal 
penangkap ikan untuk membantu negara bendera mengidentifikasi kapal 
penangkap ikan yang mengibarkan benderanya yang dilaporkan terlibat 
dalam aktivitas yang melemahkan langkah konservasi dan pengelolaan 
internasional. 
5. Pasal V ayat (2) juga mengatur ketika kapal penangkap ikan secara sukarela 
berada di pelabuhan dari suatu pihak yang bukan negara bendera, pihak 
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tersebut, di mana memiliki alasan yang masuk akal untuk mempercayai 
bahwa kapal penangkap ikan tersebut telah melakukan aktivitas yang 
melemahkan efektifitas langkah konservasi dan pengelolaan internasional, 
akan segera memberitahu negara bendera terkait. Negara pihak dapat 
membuat kesepakatan terkait perlakuan oleh negara pelabuhan tentang 
langkah penyidikan demikian ketika dibutuhkan untuk menentukan apakah 
kapal penangkap ikan telah benar melanggar ketentuan perjanjian ini. 
6. Ketentuan sistem pemantauan kapal (vessel monitoring system/VMS) telah 
dicantumkan pada lampiran untuk mendukung konservasi dan pengelolaan 
sumberdaya perikanan di laut lepas. 
2. UN Fish Stocks Agreement, 1995 Perjanjian ini ditujukan kepada negara 
pantai (coastal states) dan negara bendera (flag states). Perjanjian ini 
dilatarbelakangi oleh penurunan stok ikan beruaya terbatas (straddling 
migratory fish stock) dan stok ikan beruaya jauh (highly migratory fish stocks) 
di laut lepas dan zona ekonomi eksklusif negara pantai. Perjanjian ini 
merupakan instrumen hukum internasional yang bersifat mengikat (legally 
binding instrument). Indonesia telah meratifikasi perjanjian ini melalui 
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pengesahan Agreement for 
The Implementation of The Provisions of The United Nations Convention on 
The Law of The Sea of 10 December 1982 Relating to The Conservation and 
Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks 
(Persetujuan Pelaksanaan Ketentuan-Ketentuan Konvensi Perserikatan 
Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut Tanggal 10 Desember 1982 Yang 
Berkaitan Dengan Konservasi Dan Pengelolaan Sedian Ikan yang Beruaya 
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Terbatas Dan Sediaan Ikan Beruaya Jauh). Beberapa ketentuan perjanjian ini 
terkait dengan pengawasan sumberdaya perikanan adalah sebagai berikut : 
1. Pasal 8 ayat (1) mengatur negara pantai dan negara yang menangkap ikan di 
laut lepas, sesuai dengan UNCLOS, 1982, melakukan kerjasama terkait 
dengan stok ikan beruaya terbatas dan stok ikan beruaya jauh baik secara 
langsung atau melalui organisasi atau kerjasama pengelolaan perikanan 
subregional atau regional, sesuai dengan karakteristik spesifik subregional 
atau regional tersebut, untuk memastikan konservasi dan pengelolaan yang 
efektif stok demikian. 
2. Pasal 10 poin h menyatakan negara-negara di dalam memenuhi kewajiban 
mereka untuk bekerja sama melalui organisasi atau kerjasama pengelolaan 
perikanan regional, akan membentuk mekanisme kerjasama yang cocok 
untuk pemantauan (monitoring), pengendalian (control), pengawasan 
(surveillance) dan penegakan (enforcement). 
3. Pasal 18 ayat (2) menentukan negara bendera yang memiliki kapal yang 
menangkap ikan di laut lepas harus mengambil langkah untuk memastikan 
kapal yang mengibarkan benderanya patuh pada langkah konservasi dan 
pengelolaan sumberdaya perikanan subregional dan regional, sehingga kapal 
tersebut tidak terlibat aktivitas yang melemahkan efektifitas langkah demikian. 
4. Pasal 19 ayat (2) mengatur semua investigasi dan proses peradilan akan 
dilaksanakan secepatnya. Sanksi yang berlaku sehubungan dengan 
pelanggaran harus cukup efektif di dalam menjamin kepatuhan dan untuk 
mencegah pelanggaran di manapun mereka terjadi dan akan memberi efek 




5. Pasal 20 menentukan negara–negara akan bekerjasama, baik secara 
langsung atau melalui organisasi atau kerjasama pengelolaan perikanan 
subregional dan regional, untuk memastikan kepatuhan pada dan penegakan 
langkah konservasi dan pengelolaan subregional dan regional untuk stok ikan 
beruaya terbatas dan stok ikan beruaya jauh. 
6. Pasal 21 ayat (4) menyatakan sebelum mengambil aksi di bawah pasal ini, 
negara pengawas (inspecting states) akan, baik secara langsung atau melalui 
organisasi atau kerjasama pengelolaan perikanan subregional atau regional, 
menginformasikan semua negara yang memiliki kapal penangkap ikan di laut 
lepas di dalam subregional atau regional tersebut form identifikasi yang 
diterbitkan ke inspektor yang diotorisasi. Kapal yang digunakan untuk 
boarding dan inspeksi akan ditandai secara jelas dan dapat diidentifikasi 
sebagai dinas pemerintah. 
7. Pasal 21 ayat (5) mengatur, menindaklanjuti boarding dan inspeksi, ada 
alasan yang masuk akal untuk mempercayai bahwa suatu kapal telah terlibat 
dalam aktivitas yang bertentangan dengan langkah konservasi dan 
pengelolaan, negara pengawas (inspecting state) akan, dimana tepat, 
mengamankan bukti dan akan segera memberitahu negara bendera 
pelanggaran yang dinyatakan. 
8. Pasal 23 menentukan bahwa negara pelabuhan memiliki hak dan tugas untuk 
mengambil langkah, sesuai dengan hukum internasional, untuk 
mempromosikan keefektifan langkah konservasi dan pengelolaan 
subregional, regional, dan global. Ketika mengambil tindakan demikian, 
negara pelabuhan tidak akan diskriminasi dalam prosedur atau tindakan 
terhadap kapal semua negara. 
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3. FAO IPOA-IUU Fishing, 2001 Illegal, unreported, and unregulated (IUU) 
fishing merupakan kegiatan penangkapan ikan illegal, tidak dilaporkan 
(unreported), dan tidak diregulasi (unregulated) di laut lepas atau perairan 
jurisdiksi negara pantai. IUU fishing merusak sumberdaya kelautan dan 
perikanan, sehingga melemahkan efektifitas konservasi dan pengelolaan 
sumberdaya perikanan. Semua negara harus mendukung pemberantasan 
IUU fishing. FAO IPOA-IUU Fishing, 2001 merupakan instrumen hukum 
internasional yang bersifat sukarela (voluntary instrument) dan mengatur 
tanggung jawab (responsible) berbagai negara dalam pemberantasan IUU 
fishing. Beberapa ketentuan FAO IPOA-IUU Fishing, 2001 terkait dengan 
pengawasan sumberdaya perikanan adalah sebagai berikut: 
1. Paragraf 10 menyatakan semua negara harus memberi efek penuh terhadap 
norma hukum internasional yang terkait, khususnya yang ditunjukkan dalam 
UNCLOS, 1982, untuk mencegah (preventing), menghalangi (detering) dan 
mengeliminasi (eliminating) IUU fishing. 
2. Paragraf 21 mengatur agar semua negara harus menjamin bahwa sanksi 
untuk kapal IUU fishing dan, memberikan sebesar mungkin bagi warganya di 
bawah jurisdiksinya sanksi yang cukup efektif untuk mencegah, menghalangi 
dan mengeliminasi IUU fishing secara efektif dan menghindarkan pelanggar 
dari keuntungan yang diperoleh dari penangkapan ikan demikian. Hal ini 
mungkin termasuk menerapkan rejim sanksi sipil berdasarkan pada skema 
sanksi administratif. Negara harus menjamin penerapan sanksi secara 
transparan dan konsisten. 
3. Paragraf 24 mengamanatkan bahwa negara-negara harus melakukan 
pemantauan (monitoring), pengendalian (control), dan pengawasan 
58 
 
(surveillance) yang komprehensif dan efektif, dari mulai keberangkatan, 
melalui titik pendaratan, sampai ke tujuan akhir. 
4. Paragraf 25 mengatur negara-negara harus mengembangkan dan 
mengimplementasikan, sesegera mungkin tetapi tidak lebih lambat dari 3 
tahun setelah adopsi IPOA, rencana aksi nasional (national plan of action) 
untuk lebih lanjut mencapai tujuan IPOA dan memberi efek yang penuh ke 
ketentuannya sebagai bagian terpadu dari program pengelolaan perikanan 
dan anggaran mereka. 
5. Paragraf 28 menyatakan bahwa negara harus berkoordinasi dan bekerjasama 
dalam aktivitas mereka secara langsung, dan ketika tepat melalui organisasi 
pengelolaan perikanan regional yang terkait, di dalam mencegah, 
menghalangi dan mengeliminasi IUU fishing. 
6. Paragraf 34 menentukan agar negara bendera harus menjamin bahwa kapal 
penangkap ikan yang ditentukan mengibarkan bendera mereka tidak terlibat 
dalam atau mendukung IUU fishing. 
7. Paragraf 51 menyatakan di dalam menegakkan hak kedaulatan negara pantai 
untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi, melakukan konservasi dan 
mengelola sumberdaya hayati laut di bawah jurisdiksi mereka, di dalam 
kepatuhan pada UNCLOS 1982 dan hukum internasional, setiap negara 
pantai harus mengimplementasikan langkah untuk mencegah, menghalangi, 
dan mengeliminasi IUU fishing di zona ekonomi eksklusif. Di antara langkah 
yang mana negara pantai harus pertimbangkan, konsisten dengan peraturan 
perundang-undangan nasional dan hukum internasional. 
8. Paragraf 55 mengatur agar sebelum mengijinkan kapal akses pelabuhan, 
negara pelabuhan harus meminta kapal penangkap ikan dan kapal yang 
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terlibat dalam aktivitas terkait penangkapan ikan yang meminta ijin masuk ke 
pelabuhan mereka memberikan pemberitahuan alasan yang masuk akal 
masuknya mereka ke pelabuhan, salinan ijin untuk menangkap ikan mereka, 
perincian perjalanan penangkapan ikan mereka dan jumlah ikan di atas kapal, 
dengan memperhatikan kebutuhan kerahasian, untuk menentukan apakah 
kapal tersebut mungkin telah terlibat dalam, atau mendukung, IUU fishing. 
9. Paragraf 56 menyatakan bahwa ketika negara pelabuhan memiliki bukti yang 
jelas bahwa suatu kapal yang telah diberi akses ke pelabuhannya telah 
terlibat dalam aktivitas IUU fishing, negara pelabuhan harus tidak mengijinkan 
kapal tersebut mendaratkan atau memindahkan ikan di dalam pelabuhannya, 
dan harus melaporkan masalah tersebut ke negara bendera kapal tersebut. 
10. Paragraf 66 menentukan bahwa negara mengambil semua langkah yang 
penting, konsisten dengan hukum internasional, untuk mencegah ikan yang 
ditangkap oleh kapal yang teridentifikasi oleh organisasi pengelolaan 
perikanan regional telah terlibat dalam IUU fishing sedang diperdagangkan 
atau diimpor ke dalam wilayah mereka. Identifikasi kapal tersebut oleh 
organisasi pengelolaan perikanan regional harus dibuat melalui prosedur 
yang disetujui dalam cara yang fair, transparan, dan tidak diskrimanasi. 
Langkah sehubungan perdagangan harus diadopsi dan diimplementasikan 
sesuai dengan hukum internasional, termasuk prinsip, hak dan kewajiban 
yang ditentukan dalam Perjanjian WTO, dan diimplementasikan dalam cara 
yang fair, transparan dan tidak diskriminasi. 
11. Paragraf 69 mengatur bahwa langkah terkait perdagangan untuk mengurangi 
atau membatasi perdagangan ikan dan produk perikanan yang diperoleh dari 
IUU fishing dapat termasuk adopsi kebutuhan dokumentasi dan sertifikasi 
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tangkapan multilateral, di samping langkah multilateral terkait lain yang tepat 
seperti kontrol atau pelarangan impor dan ekspor. Langkah demikian harus 
diadopsi dalam cara yang fair, transparan dan tidak diskriminasi. Ketika 
langkah demikian diadopsi, negara harus mendukung implementasinya yang 
konsisten dan efektif. 
4. FAO Model Scheme on Port State Measures, 2005. FAO Model Scheme on 
Port State Measures, 2005 ditujukan kepada negara pelabuhan dan 
dilatarbelakangi dengan banyaknya pendaratan (landing) tangkapan ikan 
hasil kegiatan IUU fishing di pelabuhan yang menyenangkan (port of 
convenience) di beberapa negara pelabuhan. FAO melihat negara pelabuhan 
mempunyai potensi yang besar untuk memberantas IUU fishing secara efektif 
dan efisien, karena kapal perikanan akan mendaratkan tangkapan ikan hasil 
kegiatan IUU fishing di pelabuhan negara pelabuhan. FAO Model Scheme on 
Port State Measures, 2005 merupakan instrumen hukum internasional yang 
bersifat sukarela (voluntary instrument). Indonesia telah mengadopsi skema 
model langkah negara pelabuhan ini melalui Keputusan Direktur Jenderal 
Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 18/DJ-
PT/2009 tentang Penetapan Pelabuhan Perikanan Sebagai Lokasi 
Penerapan Ketentuan Port State Measures. Beberapa ketentuan FAO Model 
Scheme on Port State Measures, 2005. Beberapa ketentuan dalam model 
skema ini terkait dengan pengawasan sumberdaya perikanan adalah sebagai 
berikut:  
1. Paragraf 2 menyatakan negara pelabuhan harus : 
a. memelihara sistem kontrol negara pelabuhan yang efektif terhadap kapal 
penangkap ikan asing yang akan mengakses pelabuhannya, dengan 
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mempromosikan keefektifan langkah konservasi dan pengelolaan yang 
terkait. 
b. menunjuk dan mempublikasikan ke mana kapal penangkap ikan asing 
dapat diijinkan akses dan memastikan pelabuhan ini memiliki kapasitas 
untuk melaksanakan inspeksi negara pelabuhan; 
c. menentukan, sebelum mengijinkan akses pelabuhan kepada kapal 
penangkap ikan asing, kapal tersebut melakukan pemberitahuan 
sebelumnya yang masuk akal sebelum memasuki pelabuhannya atau 
zona ekonomi eksklusif-nya untuk tujuan masuk ke pelabuhan, yang mana 
termasuk, dengan mempertimbangkan kebutuhan kerahasian, identifikasi 
kapal, otorisasi untuk menangkap ikan, informasi tentang perjalanan 
penangkapan ikan dan sistem pemantauan kapal, jumlah ikan di atas 
kapal dan dokumentasi lain; 
d. tidak mengijinkan kapal ikan asing menggunakan pelabuhannya untuk 
pendaratan, pemindahan atau pengolahan ikan jika kapal tersebut 
menangkap ikan ditentukan mengibarkan bendera suatu negara yang 
bukan merupakan pihak kontrak atau kooperatif dari organisasi 
pengelolaan perikanan regional atau telah terlihat sedang terlibat dalam, 
atau mendukung, aktivitas IUU fishing di dalam area organisasi 
pengelolaan perikanan regional tertentu atau di dalam perairan jurisdiksi 
suatu negara pantai, kecuali kapal tersebut dapat menyatakan bahwa 
tangkapan tersebut diambil dengan cara yang konsisten dengan langkah 
konservasi dan pengelolaan yang terkait di mana ada alasan yang masuk 
akal untuk mempercayai bahwa kapal penangkap ikan asing telah terlibat 
dalam atau mendukung IUU fishing di perairan di luar batas jurisdiksi 
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perikanannya, menolak mengijinkan kapal untuk menggunakan 
pelabuhannya untuk pendaratan, pemindahan, menyuplai kembali bahan 
bakar atau bahan makanan. 
e.  tidak mengijinkan kapal asing menggunakan pelabuhannya untuk 
pendaratan atau pemindahan di mana kapal telah ditetapkan teridentifikasi 
oleh organisasi pengelolaan perikanan regional ketika terlibat dalam, atau 
mendukung, aktivitas penangkapan ikan yang bertentangan dengan 
langkah konservasi dan pengelolaan. 
f. berkonsultasi, bekerja sama dan bertukar informasi dengan negara lain 
untuk memfasilitasi implementasi skema model langkah negara pelabuhan 
ini. 
2. Paragraf 3 menyatakan negara pelabuhan harus mengimplentasikan skema 
model ini 
3.  Paragraf 4 mengatur aksi yang harus dilakukan negara pelabuhan 
menindaklanjuti hasil inspeksi. Ketika menindaklanjuti inspeksi, inspektor 
menemukan bahwa ada bukti yang masuk akal untuk mempercayai bahwa 
kapal penangkap ikan asing telah terlibat dalam, atau mendukung, aktivitas 
IUU fishing. Kemudian negara pelabuhan harus segera memberitahukan 
negara bendera dari kapal dan, ketika dibutuhkan, negara pantai dan 
organisasi pengelolaan perikanan regional yang terkait. 
4. Paragraf 6, 7 dan 8 mengatur pertukaran informasi. Paragraf 6 menentukan 
negara pelabuhan harus melaporkan hasil inspeksinya di bawah skema 
model ini ke negara bendera kapal yag diperiksa, dan negara terkait lainnya, 
dan ke organisasi pengelolaan perikanan regional terkait. 
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5. Paragraf 9, 10, 11, dan 12 mengatur ketentuan-ketentuan lain dalam skema 
model ini. 
6. Paragraf 9 menyatakan tidak ada dalam skema model ini mencegah setiap 
kapal penangkap ikan mengakses pelabuhan sesuai dengan hukum 
internasional untuk alas an force majeure atau dalam keadaan bahaya 
(distress) atau meminta bantuan ke orang, kapal, atau pesawat dalam 
keadaan bahaya. Paragraf 10 menyatakan tidak ada dalam skema model ini 
mempengaruhi kedaulatan negara atas pelabuhannya di dalam territorial 
mereka sesuai dengan hukum internasional. Paragraf 11 menentukan semua 
langkah yang ditentukan di bawah skema model ini dan setiap langkah terkait 
tambahan, harus diambil dan diaplikasikan sesuai dengan hukum 
internasional. Paragraf 12 mengatur semua langkah yang ditentukan di 
bawah skema model ini harus diimplementasikan dalam cara yang fair, 
transparan dan tidak diskriminasi. 
5. FAO Agreement on Port State Measures, 2009. IUU fishing masih berlanjut 
dan berdampak buruk pada stok ikan, ekosistem laut, dan mata pencarian 
nelayan yang sah, dan meningkatnya kebutuhan untuk ketahanan pangan 
(food security) untuk masyarakat global. Dengan latar belakang hal ini maka 
FAO mengembangkan FAO Model Scheme on Port State Measures, 2005 
menjadi FAO Agreement on Port State Measures, 2009 yang bersifat 
mengikat (legally binding instrument) dengan mengacu pada FAO IPOA-IUU 
Fishing, 2001 dan FAO Model Scheme on Port State Measures, 2005. 
Indonesia sedang melaksanakan proses ratifikasi perjanjian ini. Ketentuan di 
dalam perjanjian ini sama dengan ketentuan di dalam FAO Model Scheme on 
Port State Measures, 2005. Hanya ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini 
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disusun dalam bentuk pasal-pasal sebagaimana di dalam instrumen hukum 
internasional yang mengikat. Beberapa ketentuan FAO Agreement on Port 
State Measures, 2009 terkait dengan pengawasan sumberdaya perikanan 
adalah sebagai berikut: 
1. Pasal 7 ayat (1) mengamanatkan negara pelabuhan sebagai pihak perjanjian 
ini, harus menunjuk dan mempublikasi pelabuhan ke mana kapal asing dapat 
meminta akses menurut perjanjian ini. Setiap pihak akan menyediakan daftar 
pelabuhan yang ditunjuk ke FAO, yang mana akan memberinya publikasi. 
2. Pasal 7 ayat (2) mengatur negara pelabuhan sebagai pihak, memperluas 
seluas mungkin, memastikan bahwa setiap pelabuhan yang ditunjuk dan 
dipublikasikan memiliki kapasitas yang mencukupi untuk melaksanakan 
inspeksi sesuai perjanjian ini. 
3. Pasal 9 ayat (1) menyatakan bahwa negara pelabuhan setelah menerima 
informasi terkait yang dibutuhkan sesuai dengan Pasal 8, di samping 
informasi lain demikian ketika mungkin dibutuhkan untuk menentukan apakah 
kapal yang sedang meminta masuk ke dalam pelabuhannya telah terlibat 
dalam IUU fishing atau penangkapan ikan yang terkait aktivitas mendukung 
aktivitas demikian, setiap pihak harus memutuskan mengijinkan atau menolak 
masuk kapal tersebut ke dalam pelabuhannya dan akan mengkomunikasikan 
keputusan ini ke kapal tersebut atau ke perwakilannya. 
4. Pasal 9 ayat (4) menentukan bahwa negara pelabuhan tanpa mengabaikan 
ayat (1) pasal ini, ketika satu pihak memiliki bukti bahwa suatu kapal yang 
meminta masuk ke dalam pelabuhannya telah terlibat dalam IUU fishing atau 
penangkapan ikan yang berhubungan aktivitas mendukung penangkapan 
ikan demikian, khususnya pelanggaran kapal pada daftar kapal yang sedang 
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terlibat dalam penangkapan ikan demikian atau penangkapan ikan yang 
berhubungan yang diadopsi oleh organisasi pengelolaan perikanan regional 
yang terkait dan dalam kepatuhan pada hukum internasional, pihak akan 
menolak kapal tersebut masuk ke dalam pelabuhannya. 
5. Pasal 9 ayat (6) mengatur agar negara pelabuhan di mana suatu kapal 
berada dalam pelabuhan untuk suatu alasan, suatu pihak akan menolak kapal 
demikian menggunakan pelabuhannya untuk pendaratan, pemindahan, 
pemaketan, dan pemerosesan ikan dan untuk jasa pelabuhan lain termasuk, 
antara lain, mensuplai bahan bakar kembali dan mensuplai bahan makanan 
kembali, pemeliharaan dan docking. Penolakan penggunaan pelabuhan 
demikian harus mematuhi hukum internasional. 
6. Pasal 18 menentukan di dalam menindaklanjuti inspeksi, di mana ada alasan 
yang jelas untuk mempercayai bahwa suatu kapal telah terlibat dalam IUU 
fishing atau penangkapan ikan yang berhubungan dengan aktivitas yang 
mendukung penangkapan ikan yang demikian, pihak pemeriksa akan : 
a. segera memberitahu negara bendera dan, ketika cocok, negara pantai, 
organisasi pengelolaan perikanan regional dan organisasi internasional 
lain yang terkait, dan negara yang mana master kapal adalah 
warganegaranya; dan 
b. menolak kapal tersebut menggunakan pelabuhannya untuk pendaratan, 
pemindahan, pemaketan dan pemerosesan ikan yang belum didaratkan 
sebelumnya dan untuk jasa pelabuhan lain, termasuk, antara lain, 
mensuplai kembali bahan bakar, dan mensuplai kembali bahan makanan, 





2.7. Perbandingan Dengan Negara lain Dalam Pengelolaan Wilayah 
Perikanan 41 
Semua negara pantai dapat dipastikan akan mempunyai ciri khas 
dalam melakukan pengelolaan, pemanfaatan dan peningkatan sumber daya 
alam perikanan sebab mereka menyadari bahwa salah satu sumber daya 
alam yang dapat dikembangkan dalam rangka memenuhi kebutuhan 
pembangunan masyarakat adalah sektor kelautan. Berikut adalah gambaran 
mengenai praktik pengelolaan sumber daya perikanan yang dilakukan oleh 
beberapa negara. 
 
2.7.1. Negara Jepang 
Negara jepang merupakan salah satu negara yang paling berhasil 
melakukan pengelolalan sumber daya perikanan dan paling sering melakukan 
suatu inovasi terhadap penangkapan ikan serta termasuk negara yang paling 
tinggi mengkonsumsi ikan khususnya ikan laut. Dalam kutipan Sudirman 
Saad mengatakan bahwa secara umum perikanan laut jepang terdiri atas 
perikanan pantai (the coastal fishery), perikanan lepas pantai (the offshore 
fishery) dan perikanan laut lepas (the distant-water fishery). Meskipun ketiga 
jenis perikanan tersebut tidak pernah didefinisikan secararesmi, tetapi sudah 
umum diterima bahwa perikanan pantai adalah kegiatan perikanan yang 
berlangsung dalam wilayah perairan territorial dengan peralatan nelayan 
relative kecil, yakni kapan dan ukurannya kurang dari 10 ton. Kegiatan 
budidaya laut (marriculture) termaksud dalam jenis perikanan pantai. 
                                                             
41 Supriadi dan Alimuddin, dalam buku Hukum Perikanan Di Indonesia, Cetakan Pertama , Sinar 




Perikanan lepas pantai adalah kegiatan perikanan yang berlangsung dalam 
wilayah perairan zona ekonomi eksklusif dengan menggunakan kapal-kapal 
besar yang berukran diatas 10 ton. Sementara perikanan laut lepas adalah 
kegiatan perikanan yang berlangsung diperairan laut lepas disekitar Jepang 
atau bahkan sampai dizona negara lain. Perikanan Jepang jenis inilah yang 
berkaitan erat dengan hak pengelolaan wilayah untuk perikanan.  
The Fishing Rights System dirancang untuk kepentingan nelayan 
pantai yang secara ekonomi sangat lemah jika dibandingkan dengan nelayan 
lainnya dalam pemberian hak-hak khusus untuk menangkap ikan. Namun, 
hak khusus memberikan hak eksklusif untuk menangkap ikan diperairan yang 
sudah ditentukan dengan peralatan khusus pula.  
Terdapat tiga macam hak-hak khusus perikanan yang dikenal dalam 
hukum perikanan jepang saat ini. Hak-hak khusus tersebut dijelaskan sebagai 
berikut : 
1. Common Fishing Right, hak ini hanya diberikan kepada koperasi 
perikanan dan disertai syarat bahwa sumber daya perikanan 
digunakan (dieksploitasi) secara terpadu bagi seluruh nelayan 
anggota koperasi.  
Jenis hak ini masih dibagi lagi menjadi tiga tipe yakni : 
a. Untuk menangkap jenis ikan dan biodata laut lainnya yang hidup 
menetap dilaut 
b. Untuk menangkap jenis ikan pelagis yang berimigrasi atau ikan 
demarsal dengan memasang alat tangkap statis pada kedalam 
kurang dari 27 meter 
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c. Untuk menangkap jenis ikan pelagis yang berimigrasi dengan 
menggunakan jala pantai didaerah tertentu. Distribusi hak-hak 
tersebut, ditentukan terlebih dahulu dalam status koperasi  
2. Set net fishing right yaitu untuk menangkap jenis ikan yang 
berimigrasi dengan menggunakan jala berpasangan yang 
ditempatkan pada lokasi tertentu yang kedalamnnya lebih dari 27 
meter. 
Berhubung jenis alat yang diperlukan relative membutuhkan modal 
besar dan banyak tenaga kerja, maka seleksi nelayan atau 
koperasi yang akan diberikan hak ini tidak dapat dihindarkan. 
Dalam batas-batas tertentu biasanya nelayan atau koperasi 
perikanan yang terpilih menerima hak ini ialah yang memiliki modal 
relative lebih besar untuk diinvestasikan.   
3. Democrated Fishing Rights, yaitu hak untuk mengusahakan 
budidaya ikan atau biota laut lainnya diwilayah laut tertentu. Seperti 
halnya set net fishing rights, democrated fishing rights diberikan 
kepada nelayan atau koperasi perikanan yang memiliki cukup modal 
untuk di investasikan.  
Sudirman Saad mengatakan bahwa terdapat 3 karakteristik yang 
melekat pada kebijaksanaan perikanan pantai Jepang, khususnya dalam 
hubungannya dengan sistem hak-hak khusus perikanan.  
Pertama, hak-hak khusus perikanan tersebut diberikan kepada koperasi 
nelayan atas seluruh wilayah yang berbatasan dengan daerahnya, sejauh 2 
kilometer kearah laut.  
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Kedua, khusus untuk common fishing right akan diberikan kepada semua 
nelayan. Dalam wilayah hak ini mula-mula semua anggota nelayan diberikan 
common fishing right tipe 1, dan sesudah itu baru beberapa nelayan diberikan 
hak-hak tipe 2 maupun tipe 3. 
Ketiga, berkaitan dengan kondisi khusus perairan yang dibutuhkan, maka set 
net fishing right maupun democrated fishing rights hanya diberikan kepada 
koperasi perikanan tertentu yang secara geografis daerahnya berbatasan 
dengan wilayah perikanan yang cocok untuk jenis hak tersebut atau memiliki 
cukup modal guna keperluan investasi.  
 Upaya untuk mengefektifkan sistem hak-hak khusus perikana 
tersebut, diselenggarakan melalui mekanisme khusus. Mekanisme tersebut 
adalah : 
1. Daerah Alokasi (allocation regions). Untuk mendapatkan alokasi 
sumber daya kepada seluruh nelayan, maka daerah pantai dibagi 
menjadi dua sampai empat daerah guna menjadi homoginitas daerah 
sesuai dengan kondisi laut dan sumber daya perikanan yang 
dikandungnya. Misalnya daerah pantai provinsi Chiba dibagi menjadi 
tiga yaitu daerah teluk Tokyo (dengan perairan luas yang cocok untuk 
budidaya laut- democrated fishing rights) daerah Chiba luar (dengan 
pantai berkarang yang cocok untuk perikanan pantai-common fishing 
right tipe 1), dan daerah pantai Kujukuri (dengan bentangan pantai 
panjang berpasir yang cocok untuk pukat pantai-common fishing right 
tipe 2). 
2. Komisi Pengelola hak Perikanan (Fishing Rights Management 
Committees). Berdasarkan UU Perikanan dan UU Koperasi Perikanan 
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Jepang, koperasi perikanan diposisikan sebagai pemegang peran 
utama dalam mengelola hak-hak khusus perikanan yang akan 
diberikan kepada nelayan. Untuk maksud ini dibentuklah Komisi 
Pengelola Hak Perikanan pada tiap-tiap koperasi perikanan. Komisi ini 
juga diharapkan berfungsi menjamin agar pelaksanaan system hak-
hak khusus perikanan berjalan demokratis.  
3. Komisi Koordinasi Perikanan Daerah (regional fishery coordination 
committess). Pada tiap-tiap daerah alokasi (Sub-1) dibentuk satu 
Komisi Koordinasi Perikanan Daerah. Komisi ini beranggotakan 15 
orang yang terdiri atas Sembilan orang wakil nelayan yang dipilih 
langsung oleh nelayan, empat orang yang dianggap mengeahui dan 
berpengalaman dalam hal perikanan dan dua orang mewakili 
kepentingan publik luas. Enam orang anggota komisi yang disebut 
terakhir di usulkan oleh Gubernur. Masa jabatan anggota komisi 
empat tahun.  
 
 
Tugas Komisi ini adalah  
a. Mengembangkan rencana penggunaan sumber daya ikan dan 
daerah perikanan sesuai usulan Komisi Pengelola Hak Perikanan 
b. Memberi nasehat kepada gubernur dalam rangka penetapan 
kebijaksanaan perikana tingkat provinsi. 
c. Mengambil tindakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran 
yang dilakukan nelayan, menjamin pelaksanaan system hak-hak 
khusus, serta menyelesaikan konflik yang terjadi diantara nelayan.  
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Sebagaimana dikutip oleh Sudirman Saad menegaskan betapa 
koperasi perikanan merupakan tulang punggung dalam pelaksanaan system 
hak-hak khusus perikanan. Pada prinsipnya, sistem perizinan perikanan (The 
Fishing Licensi System) akan diberikan untuk wilayah perairan yang tidak 
terjangkau oleh nelayan dengan system hak-hak khusus perikanan. Izin 
perikanan diberikan kepada perorangan, kelompok nelayan, atau 
perusahaan. Izin perikana dikeluarkan oleh Menteri Pertanian, Kehutanan, 
dan Perikanan maupun Gubernur. Berkaiatan dengan system perikanan ini, 
pemerintah jepang menentukan kebijaksanaan seperti menetapkan daerah 
penangkapan ikan, musim, dan daerah tertutup, ukuran kapal, jumlah kapal, 







2.7.2. Negara Filipiina 
     Negara Filipina merupakan salah satu anggota dari perkumpulan 
ASEAN, dan salah satu dari negara pula yang memiliki laut dan pantai yang 
luas, karena termaksud pula negara yang terdiri atas pulau-pulau besar dan 
kecil, sehingga dapat dipastikan akan memiliki pula sumber daya perikanan 
yang melimpah.  
Berdasarkan hukum perikanan Filipina, maka dibedakan dua jenis 
kegiatan perikanan, yakni perikanan niaga (commercial fisheries) dan 
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perikanan daerah (municipal fisheries). Usaha perikanan yang menggunakan 
kapal dengan bobot lebih dari gross tonnage (GT) dan beroperasi diperairan 
pantai dalam radius tidak lebih jauh dari 3 mil laut dari garis pantai, 
digolongkan sebagai perikanan niaga sedangkan usaha perikanan perairan 
pantai dalam laut tidak lebih dalam radius 3 mil laut dan menggunakan kapal 
perahu bobot tidak lebih dari 3 zona ekonomi eksklusif (GT), digolongkan 
sebagai perikanan daerah. Perikanan niaga berlangsung dibawah 
kewenangan pemerintah pusat melalui Biro Perikanan dan Sumber Daya Air 
(Beraue of Fisheries and Aquatic Recources). 
Pada usaha perikanan niaga, yang berlaku hanyalah system peizinan 
(fishing licence system). Sementara itu, perikanan daerah merupakan 
wewenang pemerintah daerah pantai dengan menggunakan system konsei 
(municipal concessions). Municipal Concessions adalah pemberian hak 
istimewa (eksklusive privilage) untuk menggunakan perairan daerah bagi 
usaha penangkapan ikan tiram atau bibit anak ikan42. 
Khusus untuk pengumpulanan bibit anak ikan, mekanisme pemberian 
konsesi ditempuh dengan cara pelelangan. Penawar dengan harga tertinggi 
pada umumnya mendapatkan konsesi  perikanan daerah tersebut. Diluar 
daerah konsesi, tetapi masih dalam wilayah perikanan daerah, nelayan bebas 
menangkap ikan tanpa harus meminta izin terlebih dahulu. Disini berlaku 
rezim “milik bersama”. Tidak ada kontrol terhadap jumlah kapal nelayan, alat 
tangkap yang digunakan dan daerah yang dieksploitasi43. 
2.7.3. Negara Thailand  
                                                             
42 Ibid 260 
43 Ibid 262 
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Negara Thailand merupakan negara kerajaan yang paling dikagumi 
oleh masyarakat dunia, karena sang raja sangat menaruh perhatian terhadap 
rakyatnya, khususnya dibidang pertanian dan perikanan. Khusus dibidang 
perikanan menurut Pomoroy sebagaimana yang dikutip oleh Sudarman Saad, 
bahwa di thailand tidak dijumpai catatan sejarah yang menunjukan jejak 
keberadaan system manajemen perikanan berbasis kerakyatan yang 
menerapkan hak-hak khsusus semacam TURFs. System manajemen 
perikanan yang berlaku hingga kini didasarkan pada Fisheries Act yang 
ditetapkan pada tahun 1947. Karakteristik perikanan yang masih sentralistik. 
Namun, sejak tahun 1994, pemerintah Thailand menyadari yang sentralistik 
telah gagal dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi sector 
perikanan. Manajemen perikanan yang melibatkan nelayan (bottun up) 
kemudian mulai diterapkan44.  
 
2.7.4. Negara Indonesia  
Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak tepat di titik 
pertemuan jalur komunikasi dunia antara samudra Pasifik dan samudra 
Hindia, sehingga negara-negara maju mengekspansi sumber daya alam yang 
terdapat di wilayah perairan Indonesia secara ilegal dan tidak memenuhi 
syarat, maka yang terjadi adalah pratek pencurian ikan (illegal fishing) yang 
dilakukan diwilayah perairan Indonesia, Sehingga salah satu upaya 
pengawasan dari pihak pemerintah adalah dengan adanya Vessel Monitoring 
System (VMS) yaitu sebuah sistem monitoring kapal ikan dengan alat 
transmitor yang berfungsi untuk mengawasi proses penangkapan ikan yang 
                                                             
44 Ibid 266 
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dilakukan di wilayah perairan Indonesia. Pengawasan Vessel Monitoring 
System (VMS) dilakukan di darat melalui bantuan satelit yang mengawasi 
kegiatan kapal penangkapan ikan yang telah terpasang transmitter, sehingga 
pengawasan Vessel Monitoring System (VMS) dapat menanggulangi praktek 






                                                             





3.1. Lokasi Penelitian 
 Dalam melakukan penelitian sehubungan dengan objek yang akan 
diteliti. Adapun Lokasi Penelitian adalah sebagai berikut  
1. Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin  
2. Kementrian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia 
 
3.2. Jenis Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ada jenis, yaitu: 
 
1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan 
pihak yang terkait  
2. Data sekunder, yaitu data diperoleh dari beberapa literatur, dokumen-
dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, dan sumber-sumber 
kepustakaan lainnya yang mendukung. 
 
3.3. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Teknik wawancara (interview), yaitu dengan cara melakukan Tanya 
jawab kepada pihak-pihak yang terkait. 
2. Teknik Kepustakaan, yaitu suatu teknik penelaahan normatif dari 
beberapa peraturan perundang-undangan atau sumber-sumber 




3.4. Analisis Data 
Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini disusun dan 
dianalisis secara kualitatif, kemudian selanjutnya data tersebut diuraikan 
secara deskriptif guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami 







PEMBAHASAN   
4.3. Bentuk-Bentuk Securing Sustainable Small-scale Fisheries  
4.3.1. Pembentukan Unit Kerja Pengawasan Sumberdaya Perikanan 
Implikasi dari amanat ketentuan-ketentuan UNCLOS 1982 dan 
beberapa instrumen hukum internasional, maka Indonesia sebagai 
negara pantai, bendera, pelabuhan, atau pengawas membentuk unit 
kerja yang melaksanakan pengawasan sumberdaya perikanan pada 
instansi pemerintah atau kementerian yang mempunyai mandat dan 
tanggung jawab dalam konservasi dan pengelolaan sumberdaya 
perikanan dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan yang 
terdiri dari46 : 
1. Satuan kerja pengawasan sumberdaya perikanan untuk melaksanakan 
pengawasan pemanfaatan sumberdaya perikanan dengan 
menggunakan konsep Monitoring, Controlling, and Surveilance (MCS) 
pada 4 (empat) dimensi usaha penangkapan ikan, yaitu sebelum 
penangkapan ikan (before fishing), selama penangkapan ikan (while 
fishing), ketika pendaratan di pelabuhan (during landing), sampai 
setelah pendaratan (post landing). 
Pengawasan sumberdaya perikanan merupakan kegiatan 
operasional dengan konsep Monitoring, Controlling, and Surveillance 
(MCS). Tujuannya adalah kepatuhan (compliance) usaha 
penangkapan ikan dalam hal ini nelayan, perusahaan perikanan atau 
                                                             
46 Panapotar Sianipar S,Pi. Aspek Legal Instrumen Hukum Internasional Implementasi Pengawasan 




kapal perikanan pada ketentuan konservasi dan pengelolaan 
sumberdaya perikanan yang diatur dalam peraturan perundang-
undangan dalam bidang perikanan. Sasarannya adalah sumberdaya 
perikanan di laut lepas atau zona ekonomi eksklusif negara pantai 
(coastal state) tidak rusak karena pemanfaatan yang berlebihan (over 
exploited), tetapi lestari (sustainable) agar dapat dimanfaatkan secara 
berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat nelayan yang hidup di 
pesisir pantai, kemajuan perekonomian negara pantai, dan ketahanan 
pangan (food security) bagi masyarakat dunia. 
Pengawasan sumberdaya perikanan bukanlah pengawasan 
keamanan (security), tetapi pengawasan lingkungan dalam hal ini 
adalah lingkungan perikanan47. Hal ini  dilatarbelakangi oleh 
penurunan stok sumberdaya perikanan global mulai tahun 1990-an, 
baik itu di laut lepas maupun perairan jurisdiksi negara pantai. Untuk 
mencegah kerusakan sumberdaya perikanan ini, maka Food and 
Agriculture Organization (FAO) sebagai badan dunia yang mengurusi 
pangan meminta berbagai negara mengimplementasikan pengawasan 
sumberdaya perikanan dengan konsep MCS. Pengawasan ini 
merupakan amanat dari ketentuan-ketentuan United Nations 
Convention on The Law of The Sea (UNCLOS), 1982 dan beberapa 
instrumen hukum internasional turunannya sebagai berikut: 
1. FAO Agreement to Promote Compliance with International 
Conservation and Management Measures By Fishing Vessels on 
The High Seas (FAO Compliance Agreement), 1993; 
                                                             
47 Sianipar, S.Pi, Kasi Pengawasan Usaha Pengolahan, Pengangkutan, dan Pemasaran Wilayah 
Timur, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan 
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2. United Nations Agreement for The Implementation of The 
Provisions of The United Nations Convention on The Law of The 
Sea of 10 December 1982 Relating to The Conservation and 
Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish 
Stocks (UN Fish Stocks Agreement), 1995; 
3. FAO Code Conduct Responsible Fisheries (FAO CCRF), 1995; 
4. FAO International Plan of Action to Prevent, Deter, and Eliminate 
Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (FAO IPOA-IUU 
Fishing), 2001; 
5. FAO Model Scheme on Port State Measures to Combatting Illegal, 
Unreported and Unregulated Fishing (FAO Model Scheme on Port 
State Measures), 2005; 
6. FAO Agreement on Port State Measures to Prevent, Deter and 
Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (FAO 
Agreement on Port State Measures), 2009 
2. Satuan kerja pengawasan sumberdaya kelautan untuk melaksanakan 
pengawasan pemanfaatan sumberdaya kelautan, karena sumberdaya 
kelautan merupakan habitat atau lingkungan laut bagi sumberdaya 
perikanan hidup dan berkembang. Kehancuran sumberdaya kelautan 
akan menghancurkan sumberdaya perikanan. 
3. Satuan kerja sarana dan prasarana pengawasan untuk penyediaan 
sarana dan prasarana perngawasan yang memenuhi untuk 
mendukung pengawasan sumberdaya perikanan dan kelautan, seperti 
kapal patroli perikanan untuk melaksanakan pengawasan, inspeksi laut 
(sea inspection) dan penegakan hukum dalam bidang perikanan 
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terhadap kapal perikanan berbendera Indonesia atau asing di Zona 
Ekonomi Eksklusif Indonesia atau laut lepas, sistem pemantauan kapal 
(vessel monitoring system) untuk pemantauan dan pengendalian 
aktivitas kapal perikanan berbendera Indonesia agar patuh pada 
ketentuan konservasi dan pengelolaan sumberdaya perikanan, dan 
lain-lain. Tanpa sarana dan prasarana pengawasan yang memadai, 
maka pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan tidak dapat 
dilaksanakan dengan baik dan optimal48. 
4. Satuan kerja pelatihan pengawas perikanan (fisheries inspector) / 
penyidik perikanan (fisheries investigator) untuk peningkatan 
kemampuan sumberdaya manusia dalam operasi pengawasan 
sumberdaya kelautan dan perikananan, inspeksi laut atau inspeksi 
pelabuhan, dan penanganan pelanggaran konservasi dan pengelolaan 
sumberdaya perikanan pada zona ekonomi eksklusif Indonesia atau 
laut lepas, serta pelabuhan diIndonesia 
5. Satuan kerja penanganan pelanggaran untuk melaksanakan 
penanganan pelanggaran konservasi dan pengelolaan sumberdaya 
perikanan oleh kapal perikanan berbendera Indonesia atau asing di 
zona ekonomi eksklusif Indonesia atau laut lepas, proses peradilan 
dan memberikan sanksi yang memberi efek jera terhadap pelaku 
pelanggaran. Hal ini dapat dilakukan dengan membentuk pengadilan 
perikanan di darat atau laut. 
 
                                                             
48 Ibid  13 
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Berdasarkan Keputusan Presiden No. 355/M Tahun 1999, pada 
tahun 1999 dibentuk unit kerja Direktorat Jenderal Pengawasan dan 
Perlindungan Laut (P2L) didalam lingkup Departemen Eksplorasi Laut. 
Nomenklatur unit kerja ini berubah beberapa kali berdasarkan 
Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan 
Organisasi dan Tugas Departemen, Peraturan Presiden Nomor 9 
Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi 
dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006. Pada 
tahun 201049, nomenklatur unit kerja ini berubah menjadi Direktorat 
Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sesuai 
dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor  
PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 
Kelautan dan Perikanan. 
Peran pemerintah sangat penting dalam pengelolaan perikanan 
ini. Sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, bahwa sumberdaya alam harus dapat memberi 
kesejahteraan sebesar-besarnya untuk orang banyak. Menurut 
Nikijuluw, keterlibatan Pemerintah di dalam pengelolaan perikanan 
terbagi ke dalam tiga fungsi, yakni: 
a. Fungsi alokasi, yang dijalankan melalui regulasi untuk membagi 
sumberdaya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan; 
b. Fungsi distribusi, dijalankan oleh pemerintah agar terwujud keadilan 
dan kewajaran sesuai pengorbanan dan biaya yang dipikul oleh setiap 
                                                             
49 Media Online, Kategori Sumber Daya Perikanan dari Sekretariat Ditjen KKP Terbitkan Permen 
Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan 14.23 WIB 
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orang, di samping adanya keberpihakan pemerintah kepada mereka 
yang tersisih atau lebih lemah; 
c. Fungsi stabilisasi, ditujukan agar kegiatan pemanfaatan sumberdaya 
ikan tidak berpotensi menimbulkan instabilitas yang dapat merusak 
dan menghancurkan tatanan sosial ekonomi masyarakat. 
 
4.4. Solusi Penerapan Securing Sustainable Small-scale Fisheries Dalam  
Melindungi Sumber Daya Perikanan Laut Indonesia 
4.4.1. Penerapan Community Base Eco-Tourism dalam Pengelolaan 
Sumber Daya Perikanan50 
Sebagai bentuk sumber daya ekonomi yang strategis maka 
diperlukan upaya dari pemerintah dalam mengeksplorasi hasil 
perikanan sebagai bagian pengelolaan yang strategis dalam mengelola 
ikan. Namun, saat ini pengelolaan wilayah perikanan sebagai bentuk 
pelestarian sumber daya hayati laut semakin hari menjadi berkurang. 
Berkurangnnya sumber daya ikan semakin terlihat jelas, hal ini terbukti 
lebih dari 60 % atau 3.782 terjadi penangkapan ikan yang telah terjadi 
sampai November 2013. Sehingga diperlukan kesadaran berbagai 
lapisan masyarakat, pemerhati kelautan atau pelestarian alam untuk 
mengelola perikanan Indonesia sebagai bentuk  pengelolaan wisata 
alam bahari dalam pelestarian ikan. Ekowisata kemudian menjadi 
solusi yang tepat dalam mengelola ikan. Para pelaku dan pakar 
dibidang ekowisata sepakat untuk menekankan bahwa pola ekowisata 
sebaiknya meminimalkan dampak yang negatif terhadap lingkungan 
                                                             
50 Karya Tulis Muhammad Asphian Arwin dalam Lomba Karya Tulis Ilmiah di Universitas Brawijaya 
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dan budaya setempat dan mampu meningkatkan pendapatan ekonomi 
bagi masyarakat setempat dan nilai konservasi51. 
Pola ekowisata berbasis masyarakat dalam pengembangan 
ekowisata akan mendukung penuh keterlibatan masyarakat setempat 
dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan usaha ekowisata 
dan segala keuntungan yang diperoleh. Ekowisata berbasis 
masyarakat merupakan usaha ekowisata yang memprioritaskan peran 
aktif masyarakat. Masyarakat setempatlah yang memiliki pengetahuan 
tentang alam serta budaya yang menjadi potensi dan nilai jual sebagai 
daya tarik wisata, sehingga pelibatan masyarakat menjadi mutlak. 
Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan Ekowisata berarti mengakui 
hak masyarakat lokal dalam mengelola kegiatan wisata di kawasan 
yang mereka miliki secara adat ataupun sebagai pengelola. Model ini 
membawa dampak positif terhadap pelestarian lingkungan dan budaya 
asli setempat dengan membolehkan wisatawan datang yang pada 
akhirnya diharapkan akan mampu menumbuhkan jati diri dan rasa 
bangga antar penduduk setempat yang tumbuh akibat peningkatan 
kegiatan ekowisata.  
 
4.4.2. Optimalisasi Infrastruktur Perikanan di Daerah  
Dalam pemanfaatan sumber daya laut, agar sumber daya laut 
yang dianggap sebagai “engine of growth” (mesin pertumbuhan) dapat 
mentransformasikan sumber daya ke dalam “man made capital“, yang 
pada akhirnya akan menghasilkan produktivitas lebih tinggi dimasa 
                                                             
51 Ibid 10 
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yang akan datang, namun tetap memperhatikan kelestarian 
lingkungan, keserasian dan keseimbangan antara pembangunan  
ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan, karena keduanya 
harus dilakukan secara seimbang dalam mencapai tujuan nasional 
terwujudnya masyarakat adil dan makmur Potensi pemanfaatan 
sumber daya kelautan Indonesia tidak akan berkelanjutan bila tidak 
ada upaya konservasi. Konservasi sumber daya kelautan merupakan 
rangkaian yang tidak bisa dipisahkan dari upaya perlindungan, 
pelestarian, dan pemanfaatan. Termasuk di dalamnya pengelolaan 
kawasan konservasi perairan, jenis ikan dan genetik ikan untuk 
menjamin ketersediaan dan keberlanjutannya. 52Merujuk Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan beserta perubahan-
nya (UU No 45/2009) dan PP No 60/2007 tentang Konservasi Sumber 
Daya Ikan, paling tidak memuat dua hal penting paradigma baru dalam 
konteks konservasi53. 
Pertama, pengelolaan diatur dengan sistem zonasi. Ada empat 
pembagian zona dalam kawasan konservasi perairan yakni, zona inti, 
zona perikanan berkelanjutan, zona pemanfaatan serta zona lainnya. 
Perlu di-ketahui, zona perikanan berkelanjutan tidak pernah diatur 
dalam regulasi pengelolaan kawasan konservasi, baik menurut 
Undang- Undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya 
Alam Hayati dan Ekosistemnya maupun Peraturan Pemerintah No 68 
Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian 
                                                             
52 Lihat UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang diubah dengan UU Nomor 45 Tahun 2009 
53 Lihat PP No 60 Tahun 2007  
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Alam. Kedua, dalam hal kewenangan, pengelolaan kawasan 
konservasi selama ini menjadi monopoli pemerintah pusat.  
Namun, sekarang dengan berlakunya sistem desentralisasi 
kepada Pemerintah Daerah. Ini berdasarkan Undang-Undang No 27 
Tahun 2007 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan 
Pulau-Pulau Kecil, Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2007 tentang 
Konservasi Sumber Daya Ikan, serta Peraturan Menteri Kelautan dan 
Perikanan No Per.02/Men/2009 tentang Tata Cara Penetapan 
Kawasan Konservasi Perairan. 
Pemda diberi kewenangan mengelola kawasan konservasi   
diwilayahnya. Ini selaras dengan mandat Undang-Undang No 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah54, khususnya terkait 
pengaturan pengelolaan wilayah laut dan konservasi. Paradigma baru 
tersebut, kini telah menghapus kekhawatiran akan berkurangnya akses 
nelayan di kawasan konservasi perairan. Sebagai kawasan khas yang 
memiliki akses terbuka (open access) bagi siapa saja, pengawasan 
kawasan perairan sangat membutuhkan peran aktif berbagai pihak. 
Kementerian Kelautan dan Perikanan sendiri telah memiliki unit kerja 
pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, yang mendukung 
penuh pelaksanaan konservasi sumber daya ikan. 
Pemberdayaan masyarakat juga menjadi kunci keberhasilan 
konservasi, antara lain, melalui upaya pembentukan dan optimalisasi 
Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) di sekitar kawasan 
konservasi. Melalui upaya ini, banyak kasus pemboman ikan, 
                                                             
54  Lihat UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah 
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pencurian telur penyu dan pelanggaran lainnya diproses sesuai hukum 
atas peran aktif dan partisipasi masyarakat. Panduan Praktis Tahun 
2012, Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan Kementerian 
Kelautan dan Perikanan, telah berkontribusi dalam pengelolaan 
kawasan konservasi seluas 3,2 juta hektar dan penambahan luas 
kawasan konservasi perairan di Indonesia menjadi 15,78 juta hektar. 
 
4.4.3. Pengaturan Tata Ruang dan Budidaya Perikanan Daerah 
Dilema perikanan global di atas, dalam banyak hal juga sedang 
terjadi di Indonesia. Pada 2011 total ikan hasil tangkapan dari seluruh 
wilayah laut Indonesia mencapai 5,06 juta ton, sekitar 78% dari total 
potensi lestari atau Maximum Sustainable Yield (MSY) sekitar 6,5 juta 
ton per tahun. Padahal untuk menjamin kelestarian sumber daya ikan 
laut dan usaha per-ikanan tangkap itu sendiri, laju penangkapan ikan 
maksimum yang diperbolehkan adalah 80% MSY (FAO, 1995). Artinya, 
ruang untuk mengembangkan usaha perikanan tangkap di Indonesia 
hanya tinggal 2%. Lebih dari itu, banyak jenis stok ikan di wilayah-
wilayah perairan yang padat nelayan nasional, seperti selat Malaka, 
laut Jawa, pantai selatan Sulawesi dan selat Bali telah mengalami 
tangkap jenuh (overfishing). Demikian pula halnya dengan wilayah-
wilayah perairan yang selama ini menjadi ajang penjarahan ikan  
(illegal fishing) oleh kapal-kapal modern milik asing, seperti laut 
Natuna, laut Cina Selatan, laut Sulawesi, laut Arafura dan Zona 
Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). 
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Banyaknya stok ikan di berbagai wilayah perairan yang sudah 
mengalami tangkap jenuh dan overfishing telah menyebabkan: (1) 
hasil tangkapan ikan per satuan upaya (kapal ikan atau nelayan) 
semakin menurun; (2) rata-rata ukuran ikan yang tertangkap semakin 
mengecil; (3) daerah penangkapan ikan (fishing grounds) semakin jauh 
dari pantai. Ini semua berdampak pada semakin berkurangnya 
pendapatan nelayan, dan membengkaknya biaya melaut. 
Hasil penelitian tim ahli dari Bank Dunia dan FAO yang 
dipublikasikan pada tahun 2009 dalam buku The Sunken Billions: The 
Economic Justification for Fisheries Reform menunjukkan, bahwa 
kebijakan dan cara-cara penangkapan ikan di laut secara berlebihan di 
hampir seluruh wilayah peraian laut dunia selama tiga dasawarsa 
terakhir telah mengakibatkan raibnya keuntungan ekonomi usaha 
perikanan tangkap dunia USD50 miliar per tahun.Kerugian ekonomi 
secara kumulatif selama kurun waktu itu diperkirakan melebihi USD 2 
triliun. Tim ahli tersebut juga mewanti-wanti, bahwa bila pola 
penangkapan ikan di laut secara berlebihan dan brutal seperti selama 
ini tidak segera dihentikan, dalam dua atau tiga dekade mendatang 
usaha perikanan tangkap di sebagian besar wilayah perairan laut dunia 
bakal ambruk. Sebaliknya, jika kita menerapkan rezim pe-ngelolaan 
perikanan tangkap secara terkendali (managed-capture fisheries), 
maka diyakini usaha perikanan tangkap di Indonesia maupun dunia 
akan berkelanjutan serta memberikan keuntungan tambahan sebesar 
USD 50 miliar per tahun secara global dan sekitar USD 3,5 miliar per 
tahun bagi Indonesia.  
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Untuk memelihara kelestarian sumber daya ikan dan menjamin 
usaha perikanan tangkap yang menguntungkan secara berkelanjutan, 
kita harus meninggalkan rezim pengelolaan perikanan tangkap 
berasaskan akses terbuka (open access) seperti sekarang dan meng-
gantinya dengan rezim pengelolaan yang terkendali (managed-capture 
fisheries). 
 
4.4.4. Peningkatan Armada Kapal Laut Indonesia  
Dalam peningkatan armada laut Indonesia dibutuhkan sebuah 
alat trasnportasi dalam mengawasi penangkapan ikan yang dilakukan 
secara illegal oleh penangkap ikan. Armada transportasi laut dapat 
berupa  Kapal Pengawas Perikanan yang  digunakan untuk melindungi 
sumber daya kelautan dan perikanan. Kapal Pengawas Perikanan 
merupakan penegak hukum dilaut di bidang perikanan. Dalam 
melakukan pengawasan berkoordinasi dengan TNI Angkatan Laut, 
Polair dan Bakorkamla. Kapal Pengawas Perikanan berada dalam 
lingkup Ditjen PSDKP naungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. 
Dalam melaksanakan tugasnya, Kapal Pengawas Perikanan dapat 
menghentikan, memeriksa, membawa, dan menahan kapal yang 
diduga melakukan pelanggaran ke pelabuhan terdekat untuk 
memproses lebih lanjut. Hal ini karena kapal pengawas perikanan 
berwarna dominan putih mengingat warna abu-abu maupun kamuflase 




Menurut perundangan-undangan, Kapal Pengawas Perikanan 
adalah kapal pemerintah yang diberi tanda tertentu untuk 
melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang 
perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik 
Indonesia. Dalam melakukan pengawasan kapal perikanan dilakukan 
di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 
(WPPNRI); Pelabuhan perikanan atau pelabuhan bukan pelabuhan 
perikanan; Pelabuhan umum yang ditetapkan sebagai pelabuhan 
pangkalan; Pangkalan pendaratan ikan; Sentra-sentra kegiatan 
nelayan. Meskipun ada dari tahun 2003 namun perkembangan kapal 
pengawas perikanan di Indonesia masih dirasa kurang karena wilayah 
pengelolaan perikanan republik Indonesia yang sangat luas. Saat ini 
Indonesia memiliki 27 Kapal Pengawas Perikanan yang tersebar di 
berbagai daerah diantaranya55: 
1. Stasiun PSDKP Belawan: Berpusat di Belawan Medan 
2. Pangkalan PSDKP Jakarta: Berpusat di Muara Baru Jakarta 
3. Stasiun PSDKP Pontianak: Berpusat di Sungai Rengas, Kab 
Kubu Raya, Kalimantan Barat 
4. Pangkalan PSDKP Bitung: Berpusat di Bitung, Sulawesi Utara 





                                                             
55 Media Online, Kapal Pengawas Perikanan, diakses dari 
http://id.wikipedia.org/wiki/Kapal_Pengawas_Perikanan [20 Februari 2015] 
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4.4.5. Penggunaan Instrumen Diplomasi Indonesia   
Pemerintah Indonesia melakukan kebijakan ini secara bertahap 
sesuai dengan tahapan-tahapan strategi diplomasi yang sifatnya 
konvensional diantaranya : 
1. Tahapan designing. Pada tahap ini, rancangan format 
diplomasi disimulasikan untuk memperkirakan kemungkinan 
feedback yang akan diterima. Sebagai contoh, pernyataan 
kebijakan penenggelaman yang merupakan upaya 
penegakan hukum di wilayah kedaulatan Indonesia.  
2. Tahapan conditioning. Dalam konteks ini, pemerintah perlu 
menguji sejauh mana sasaran komunikasi akan menanggapi 
pesan yang hendak disampaikan serta aspek-aspek pesan 
apa saja yang perlu diperhatikan. Langkah-langkah diplomasi 
selanjutnya adalah mensosialisasikan kebijakan ini kepada 
para dubes negara-negara yang para nelayannya diduga 
kerap melakukan illegal fishing. Dalam rangka ini, 
Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Luar 
Negeri telah melakukan sosialiasi kebijakan ini dengan 
sejumlah duta besar negara-negara sahabat. Sosialisasi 
tersebut diharapkan dapat diteruskan kepada pemerintahnya 
masing-masing agar dapat dilanjutkan sampai pada pelaku 
usaha dan nelayan mereka Langkah ini juga dilakukan untuk 




3. Tahapan exercising. Dalam tahap ini, diplomasi 
sesungguhnya dilancarkan. Pemerintah Vietnam, Thailand 
dan Malaysia pun menanggapi kasus penenggelaman ini 
dengan serius dan mengingatkan kembali nelayannya untuk 
tidak melanggar batas wilayah dalam mencari ikan. 
Kementerian Luar Negeri Vietnam pada 11 Desember 2014 
telah melangsungkan pembicaraan serius dengan Indonesia 
mengenai insiden penenggelaman kapal-kapal nelayannya. 
Pemerintah Vietnam sendiri menyatakan selalu 
memerintahkan para nelayannya untuk mematuhi peraturan 
dan undangundang negara-negara lain agar tidak melanggar 
wilayah perairan mereka. 
 
4.4.6. Memperkuat Hubungan Kerjasama Dengan Lembaga Baik Dalam 
maupun Luar Negeri untukl Mengenai Perikanan  
 Kerjasama Luar Negeri 
Beberapa kerjasama penting yang telah dan terus dijalin oleh 
Ditjen. PSDKP adalah Indonesia-Australia Fisheries 
Surveillance Forum (IASF) dan Regional Plan of Action (RPOA) 
to Promote Responsible Fishing Practices including Combating 
IUU Fishing in the Southeast Asia Region. 
1. Indonesia-Australia Fisheries Surveillance Forum (IAFSF) 
Indonesia-Australia Fisheries Surveillance Forum (IAFSF) 
merupakan bagian dari Indonesia-Australia Ministerial Forum 
(IAMF) yang dikhususkan pada kerjasama bidang pengawasan 
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SDKP, termasuk kerjasama penanggulangan illegal "shing di 
perairan perbatasan kedua negara. Pada tahun 2013 serangkaian 
kerjasama Indonesia-Australia di dalam kerangka IAFSF yang telah 
dilaksanakan antara lain: Coordinated patrols (patroli bersama dan 
terkoordinasi yang dilakukan oleh masing-masing negara di 
masing-masing batas ZEE kedua negara), Technical 
Assistances, Port Visit (Masing-masing pihak saling mengunjungi 
pelabuhan dalam rangka latihan Ship Search Training) 
2. Regional Plan of Action (RPOA) to Promote Responsible Fishing 
Practices including Combating IUU Fishing in the Southeast Asia 
Region. Merupakan regional initiative yang diprakarsai oleh 
Indonesia-Australia dan disepakati oleh 11 negara yaitu Indonesia, 
Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, Kamboja, Singapura, Brunei 
Darussalam, Timor Leste, Australia, dan Papua New Guinea. 
Tujuannya adalah untuk mewujudkan kegiatan penangkapan ikan 
yang bertanggung jawab termasuk penanggulangan IUU Fishing di 
kawasan yang menjadi wilayah kerja sama, yaitu : Laut Cina 
Selatan, Laut Sulu-Sulawesi dan Laut Arafura.  
 
 Kerjasama Dalam Negeri 
Dalam melaksanakan berbagai tugas dan operasionalnya Ditjen. 
PSDKP bekerjasama dengan instansi yaitu  
1. TNI-AL. 
Operasi Pengawasan Bersama diLaut (ZEEI) - Kesepakatan 
Bersama Penanganan TP. Perikanan - Pertukaran data dan 
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Informasi Pengawasan di Laut - Pelatihan Awak Kapal Pengawas, 
Pinjam pakai senjata api di Kapal Pengawas 
2. NI- AU 
Operasi Pengawasan Lewat Udara (Air Surveillance) ; Pertukaran 
data dan Informasi Pengawasan di Laut 
3. POL  AIR 
Operasi Pengawasan Bersama di Laut - Kesepakatan Bersama 
Penanganan Tindak Pidana Perikanan - Pertukaran data dan 
Informasi Pengawasan di Laut - Pelatihan Menembak - Pelatihan 
PPNS Perikanan dan Polsus P3K 
4. PEMDA 
Operasi/patroli Kapal Pengawas KKP di dalam wilayah perairan 
Pemda;  
 Penempatan sementara dan sandar Kapal Pengawas KKP 
secara bergiliran; 
 Partisipasi dan dukungan BBM, logistik dan operasional dari 
Pemda dalam operasi Pengawasan SDKP yang 
dilaksanakan oleh Kapal Pengawas KKP;  
 Partisipasi dan dukungan Pemda dalam pengamanan 
barang bukti hasil tangkapan, proses penyidikan dan dalam 
hal keterangan saksi ahli. Keterangaan: Pada tahun 2013 
telah disepakati Mou kerjasama pengawasan antara Ditjen. 







5.1. Kesimpulan  
1. Bentuk-bentuk Securing Sustainable Small-scale Fisheries antara lain 
yaitu membentuk unit kerja pengawasan sumber daya perikanan yang 
terdiri dari : 
a) Satuan kerja pengawasan sumberdaya perikanan untuk 
melaksanakan pengawasan pemanfaatan sumberdaya perikanan, 
b) Satuan kerja pengawasan sumberdaya kelautan untuk 
melaksanakan pengawasan pemanfaatan sumberdaya kelautan, 
c) Satuan kerja sarana dan prasarana pengawasan untuk penyediaan 
sarana dan prasarana perngawasan 
d) Satuan kerja pelatihan pengawas perikanan (fisheries 
inspector)/penyidik perikanan (fisheries investigator)  
e) Satuan kerja penanganan pelanggaran untuk melaksanakan 
penanganan pelanggaran konservasi dan pengelolaan sumberdaya 
perikanan oleh kapal perikanan berbendera Indonesia atau asing di 
zona ekonomi eksklusif Indonesia atau laut lepas.  
2. Solusi dalam menagani masalah perikanan agar tetap berkelanjutan yaitu 
dengan Menerapkan Community Base Eco-Tourism dalam Pengelolaan 
Sumber Daya Perikanan, Mengoptimalkan Infrastruktur Perikanan serta 
Pengaturan Tata Ruang dan Budidaya Perikanan Daerah, Peningkatan 
Armada Kapal Laut Indonesia, Penggunaan Instrumen Diplomasi 
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Indonesia serta Memperkuat Hubungan Kerjasama Dengan Lembaga Baik 
Dalam Negeri Maupun Luar Negeri untuk  Menangani Perikanan.   
 
5.2. Saran  
 
1. Pemanfaatan dan pengelolaan SDKP senantiasa dilaksanakan secara 
terpadu dan berimbang. Pengaturan-pengaturan tidak akan berfungsi 
efektif tanpa didukung oleh penegakan hukun yang memadai, 
penyadaran masyarakat dan partisipati aktif dari semua pemangku 
kepentingan (stakeholders) di dalam memelihara dan melestarikan 
SDKP.  
2. Pemerintah perlu segera menetapkan ocean policy yang ditindaklanjuti 
dengan perumusan Maritime Grand Srategy untuk mendorong 
pemanfaatan sumber daya laut menjadi salah satu penggerak utama 
(prime over) pembangunan ekonomi, baik melalui pemanfaatan 
teknologi dan kerjasama riset serta industri untuk memberdayakan 
sumber kekayaan laut yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan 
ketahanan ekonomi nasional. Mengingat posisi Indonesia sebagai 
negara dengan wilayah didominasi oleh laut dengan potensi sumber 
daya laut yang besar, maka sudah saatnya bagi pemerintah untuk 
menjadikan wilayah laut sebagai penggerak perekonomian nasional 
3. Mengkonsolidasikan ketersediaan data dan informasi tentang sumber 
daya laut dan kelautan secara terpadu yang dapat diakses dengan 




4. Pemerintah perlu segera merumuskan pemetaan sumber daya laut 
yang dapat dikembangkan melalui usaha perekonomian rakyat, baik 
usaha skala ekonomi kecil dan menengah serta yang dapat 
dikembangkan melalui industrialisasi dalam skala usaha besar 
5. Pemerintah perlu melakukan percepatan dan pengembangan 
industrialisasi kelautan dan per-ikanan melalui konsep pembangunan 
blue economy yang didukung oleh berbagai sektor dalam rangka men-
dukung ketahanan ekonomi nasional.  
6. Pemerintah harus memberdayakan terus-menerus nelayan Indonesia 
dengan cara memberikan kekuatan armada kapal ikan, industri 
pengolahan maupun pemasaran sehingga nelayan tidak identik 
dengan kemiskinan 
7. Menyerasikan kebijakan-kebijakan lintas sektoral guna menjamin 
keharmonisan dan pembangunan antar sektor dalam kaitannya 
dengan eksplorasi dan eksploitasi guna pemanfaatan sumber daya laut 
secara berkelanjutan.  
8. Pemerintah Indonesia harus aktif dalam rangka kerjasama dan 
keanggotaannya dengan organisasi-organisasi dibidang perikanan baik 
tingkat regional maupun internasional 
9. Menciptakan iklim yang kondusif bagi kelangsungan investasi 
eksplorasi dan eksploitasi dalam upaya pemanfaatan sumber daya laut 
10. Penegakan hukum oleh aparat harus terus menerus juga dilakukan 
agar kekayaan ikan yang berada diperairan Indonesia ZEE dapat 
memberikan kontribusi besar bagi kesejahteraan rakyat dan tidak 
diambil oleh kapal-kapal asing tersebut.  
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Pemberantasan Korupsi Dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Dalam 
Memberantas Korupsi  di Indonesia 
12. Strategi Penguatan Kerangka Kebijakan Moneter Dalam Mewujudkan Stabilitas 
Sistem Keuangan Negara (Berdasarkan Tinjauan Yuridis) 
13. Pemanfaatan Briket Kulit Jambu Mete Dan Tongkol Jagung Berbasis Green 
Energy Sebagai Bahan Bakar Alternatif Di Desa Kontunaga Kecamatan 
Kontunaga Sulawesi Tenggara  
14. Menuju Indonesia Mandiri Melalui Pemanfaatan Energi Tak Terbarukan 
Indonesia  
15. Menggagas Kebijakan Strategis Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Demi 
Terwujudnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat Indonesia Di Era Otonomi Daerah 
16. Revitalisasi Peran Komisi Yudisial Dalam Rekruitmen Hakim Melalui Penerapan 
Pola Student Center Control (Scc) Demi Terwujudnya Progresifitas Hukum                              
Di Indonesia 
17. Pendidikan Pancasila Dalam membangun Masyarakat Demokrasi Berkeadaban  
18. Analisis Opponent Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana 
Pencucian Uang (Money Laundering) 
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Pendidikan Nasional tahun 2014 
 
PENDIDIKAN INFORMAL  
    Tahun 2010 
1. PESERTA TERBAIK DALAM FORUM PEMBAURAN BANGSA (Badan 
Kesatuan Bangsa Politik Dan Perlindungan Masyarakat), KABUPATEN MUNA,  
SULAWESI TENGGARA  
2. PESERTA DALAM KEGIATAN Cerdas Cermat dalam UUD RI tahun 1945 
Tingkat SLTA se-Indonesia di Provinsi SULAWESi TENGGARA. 
                Tahun  2011   
1. Peserta Seminar dalam Talkshow Politik Internasional “Meretas Visi Politik Gerakan 
Jihad” 
2. Peserta Seminar Nasional “Pengaruh Fungsi Koran Kampus Identitas dalam 
Manajemen Konflik Laten di Universitas Hasanuddin  
3. Peserta Seminar Nasional Tantangan Dan Strategis Pemberantasan Korupsi Di 
Indonesia  
4. Peserta Seminar Internasional dalam Simposium Internasional palestina  
5. Peserta Seminar Bedah Buku ISLAMI H “Selamat Tinggal Bank Konvesional” 
6. Peserta Seminar WELCOME TO ILSA “A step to be the future of Internasional Law” 
7. Peserta Seminar “Worshop  IT”  Asian Law Student Association  
8. Peserta Seminar Pesantren Kilat MEDIASI 2011 
9. Peserta Seminar English Coculiculer  Asian Law Student Association  
10. Peserta Seminar Internasional dengan Tema The International Society Of Applied 





                  Tahun 2012  
1. Peserta Seminar In IELTS Seminar “ MAKES Shortcuts To Get Scholarship “ 
2.  Peserta Seminar Seminar “ Discrete Fracture Network Modeling Of  Fault Damage 
Zones “ 
3.  Peserta Seminar Model United Nations Workshop  
4. Peserta Seminar Nasional “Metamorfosis Budaya dalam Globalisasi”  
5. Peserta Seminar Worshop  PKM  5 Bidang “ Jalan Cerdas Menuju PIMNAS 2013” 
6. Peserta Seminar Peserta Dialog Kebangsaan oleh Senat Mahasiswa Fakultas Teknik 
UNHAS 
            Tahun 2013 
1. Peserta Seminar Internasional “ The 3 rd  CILS International Conference On Human 
Security” di Universitas Indonesia dan Universitas Hasanuddin.  
2. Peserta Seminar Nasional dengan Tema “Harmoni Tugas dan Fungsi Sekretariat 
Kabinet dengan Satuan Kerja Terkait Dalam Hal Menjalankan Tugas Manajemen 
Kabinet” oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Sekretariat Kabinet 
Republik Indonesia   
3. Peserta Seminar Nasional dengan Tema “Rezim Pengelolaan Sumber Daya Keluatan 
dan Tantangan Diplomasi Kelautan Indonesia” oleh Direktorat Jendral Hukum Dan 
Perjanjian Internasional Kementrian Luar Negeri RI  
4. Peserta Seminar National Student Conference “Sustainability Of Energy In Indonesia 
: Technical, Economics and Regulations Perspective”, Yogyakarta. 
                  Tahun 2014 
1. Peserta Seminar dalam Japan Indonesia Lawyers Association dengan Tema “Mediasi 
sebagai Penyelesaian Sengketa Alternatif Dalam Sistem Hukum Jepang dan 
Perbandingan di Indonesia” dibawakan oleh Pemateri Prof.Yoshiro Kusano dari 
Universitas Gakushin Tokyo 
2. Peserta Seminar dengan Tema “Diskusi Publik Pengadilan yang  (Tak Kunjung) 
Tegak” Bekerja sama dengan Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas 
Gadjah Mada, Yogyakarta 
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3. Peserta Seminar Nasional dengan Tema “Penguatan Demokrasi Substantif” yang 
dibawakan oleh Majelis Permusyawaran Rakyat Republik Indonesia di Universitas 
Padjajaran, Bandung    
 
             PENGALAMAN ORGANISASI  
 
          2009-2010  : Anggota OSIS di sekolah  
2011-2012  : Anggota Hasanuddin English Debate Club 
2012-2013      : Vice Director English Conversation Divisition, Internasional 
Law Student Association 
2011-2015       :  Anggota Asian Law Student Association di Fakultas Hukum 
Universitas Hasanuddin 
2012- 2013       : Ketua Information And Technologi Dept di Komunitas Debat 
Hukum Dan Konstitusi , Fakultas Hukum UNHAS 
2013-2015    : Anggota Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah, 
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 
              
          PENGALAMAN KEPANITIAN 
1. Sekretaris dalam Kepanitian  LP2KI Goes To School 2013 
2. Juri Lomba Debat Hukum Siswa SMA Se-Sulawesi Selatan Tahun 2013 
3. Panitia Diskusi Jarak Jauh Video Conference Orasi Ilmiah Mahkamah Konstitusi oleh 
Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi 2014 
4. Panitia dalam Kegiatan Nasional KERTAS 2014 LP2KI se-Indonesia 2014 
5. Panitia dalam Gebyar Konstitusi 2015  
6. Moderator dalam Kompetisi Debat Konsititusi Antar Perguruan Tinggi Se-Indonesia 
Tahun 2015. Kegiatan ini bekerjasama dengan Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi 
Universitas Hasanuddin dan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia  
7. Pemateri dalam Workshop Penulisan Karya Ilmiah & Beasiswa Kerjasama Alumni 
SMANDARA dan LP2KI Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Tahun 2015. 
 
